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 “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
(Q.S. An - Nisa’: 59) 
  
 
 
ABSTRAK 
 
ANDIKA YUNIFAR, NIM : 13.12.11.016. Implementasi Kebijakan 
Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat 
Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
2017. 
 
Skripsi ini berawal dari adanya sebuah kebijakan yang sedang diterapkan 
oleh pemerintah kota Yogyakarta mengenai kawasan tanpa rokok di kota 
Yogyakarta. kebijakan ini didasari semakin banyaknya perokok pasif yang 
menjadi korban dari dampak terpaparnya asap rokok dan banyaknya perokok di 
usia dini. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik 
kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 
penerapan sebuah kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk untuk menggambarkan bagaimana implementasi dari 
sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang iklan layanan masyarakat kawasan 
tanpa rokok dan sosialisasi dari sebuah kebijakan tentang iklan layanan 
masyarakat kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif yaitu 
melakukan penelitian langsung secara intensif, melakukan observasi secara 
mendalam dan mengambarkan, menyajikan fakta yang ada dilapangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kota Yogyakarta telah 
melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Implementasi 
kebijakan dilakukan dengan model pendekatan Edwards III (komunikasi, sumber 
daya,disposisi dan struktur birokrasi) dan sosialisasi secara langsung dan tidak 
langsung. Sosialisai secara langsung Dinas Kesehatan bekerjasama dengan 
Puskesmas, Perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Secara tidak langsung, 
melalui baliho, pamflet, dan stiker serta Dinas Kesehatan bekerjasama dengan 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kota Yogyakarta untuk 
membuatkan video iklan layanan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok. Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Persandian kota Yogyakarta, membantu 
mensosialisasikan kebijakan itu melalui media massa televisi. Adanya sosialisasi 
tidak langsung dan sosialisasi secara langsung tentang kawasan tanpa rokok, 
menyadarkan masyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat menjadi RW 
kawasan bebas asap rokok. 614 RW  yang ada di kota Yogyakarta pada tahun 
2017 ini sudah ada 118 RW yang sudah mendaftarkan diri sebagai RW bebas asap 
rokok. 
 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Iklan 
Layanan Masyarakat 
  
 
 
ABSTRACT 
 
ANDIKA YUNIFAR, NIM: 13.12.11.016. Implementation of Yogyakarta 
City Government's Policy About Socialization Public Service Ads Area 
Without Cigarette. A Thesis Study Comunication and Broadcasting 
Islamic, Faculty Of Islamic Theology and Preaching. State Islamic 
Institute of Surakarta. 2017. 
 
This thesis originated from a policy that is being implemented by the 
Yogyakarta city government about the area without smoking in the city of 
Yogyakarta. This policy is based on the increasing number of passive smokers 
who become victims of the impact of exposure to cigarette smoke and the 
number of smokers at an early age. The government needs to take decisive 
steps to ensure that the policy is properly implemented. Therefore, the authors 
are interested to examine how the implementation of a non-smoking area 
policy in the city of Yogyakarta. The purpose of this study is to illustrate how 
the implementation of a local government policy on non-smoking public 
service area advertising and socialization of a policy on public service 
advertising non-smoking area in the city of Yogyakarta. 
This research uses descriptive qualitative research type which is 
conducting intensive direct research, doing deep observation and depicting, 
presenting facts in the field. 
The result of this research is Yogyakarta city government has implemented 
the policy of area without cigarette in its area. Implementation of policy is 
done by Edwards III approach model (communication, resources, disposition 
and bureaucracy structure) and socialization directly and indirectly. Direct 
socialization of Public Health Office in cooperation with Healthy center, local 
equipment and community leaders. Indirectly, through billboards, pamphlets, 
and stickers and the Health Office in cooperation with the Office of 
Communications, Informatics and Code city of Yogyakarta to create a video 
advertising public service about the area without smoking. Communications, 
Informatics and Code of Yogyakarta, helping to socialize the policy through 
the mass media of television. The existence of indirect socialization and direct 
socialization about the area without cigarettes, awaken the public to join the 
healthy community movement into RW non-smoking area. 614 RW in the city 
of Yogyakarta in 2017 is already there are 118 RW who have registered 
themselves as RW smoke-free. 
 
Keywords: Policy Implementation, Non-Smoking Area, Public Service 
Advertisement 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia sedang menjadi sorotan dunia karena 
masyarakatnya yang menggunakan tembakau terlampau banyak. Menurut 
data kementerian kesehatan menunjukan peningkatan prevalensi perokok 
pada tahun 1995 sebanyak 27%, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 
2013 (www.depkes.go.id , diakses 23 Oktober 2016). 
Indonesia menduduki peringkat satu dunia untuk jumlah perokok pria 
di atas usia 15 tahun. Hal ini berdasarkan data terbaru dari The Tobacco 
Atlas tahun 2015. Riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa penduduk 
Indonesia berumur 10-14 tahun menjadi perokok. Perokok usia dini 
mengalami peningkatan 100% , pada tahun 1995 sebesar 8,9% dan angka 
tersebut terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 18%. 
64,9 persen laki-laki dan 2,1 persen perempuan masih menghisap 
rokok tahun 2013. Ditemukan 1,4 persen perokok umur 10-14 tahun, 
9,9 persen perokok pada kelompok tidak bekerja, dan 32,3 persen 
pada kelompok kuintil indeks kepemilikan terendah. Sedangkan rata-
rata jumlah batang rokok yang dihisap adalah sekitar 12,3 batang, 
bervariasi dari yang terendah 10 batang di DI Yogyakarta dan 
tertinggi di Bangka Belitung (18,3 batang) (RISKESDAS, 2013: V). 
 
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok tergolong 
masih rendah. Banyaknya perokok pada usia produktif menjadi bukti nyata 
bahwa masyarakat belum terlalu mengetahui bahaya dari merokok 
tersebut. Perokok ini juga secara sadar atau tidak sadar telah menyebabkan 
 
 
bahaya untuk orang lain. Menjadi perokok aktif bahayanya hanya 
berdampak pada diri mereka sendiri akan berbeda halnya perokok pasif. 
Perokok pasif adalah orang yang terpapar oleh asap rokok yang secara 
sadar atau tidak sadar telah menghirup asap rokok itu. WHO memprediksi 
dari 10 orang dewasa yang meninggal karena rokok, satu orang 
diantaranya meninggal karena menjadi perokok pasif  (www.depkes.go.id , 
diakses 23 Oktober 2016). 
Tembakau yang diolah menjadi batangan rokok ini telah menjadi 
penyakit masyarakat yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai penyakit 
muncul dari rokok-rokok tersebut, penyakit yang muncul bukan penyakit 
yang ringan, akan tetapi penyakit dalam kategori serius yang dapat 
menyebabkan kematian seperti halnya hipertensi, serangan jantung, kanker 
dan lain sebagainya. 
Tingkat kosumtif yang terlampau besar dari masyarakat Indonesia 
memberikan kekhawatiran dari pemerintah untuk segera mengambil 
langkah, agar masyarakat mengurangi penggunaan rokok. Perusahaan 
yang memproduksi rokok begitu banyak di Indonesia, dari merek ternama 
sampai dengan yang paling murah. Pemerintah telah memberlakukan 
peraturan yang ketat terhadap perusahaan produsen rokok, seperti 
menerapkan pajak yang besar kepada perusahaan rokok. 
Rokok mengandung lebih dari 400 zat kimia yang sangat berbahaya 
bagi kesehatan. Ada 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan 
 
 
merokok seperti Emifisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit 
Paru lainnya (PROMKES, 2011 : 9). 
Fakta membuktikan banyak kasus perokok yang mengalami 
penderitaan karena penyakit yang disebabkan dari tembakau. Akan tetapi 
sebagian masyarakat mengabaikan bahaya-bahaya dari merokok. Tidak 
hanya bagi perokok yang mendapatkan dampak dari bahayanya rokok, 
akan tetapi orang di lingkungan sekitar juga menerima imbasnya. 
Menurut Promkes (2011) dalam Pedoman Pengembangan Kawasan 
Tanpa Rokok, seorang yang bukan perokok yang menikah dengan 
perokok mempunyai risiko kanker paru sebesar 20-30% lebih tinggi 
dari pada mereka yang pasangannya bukan perokok dan juga risiko 
mendapatkan peyakit jantung. Lebih dari 40,3 juta anak Indonesia 
yang berusia 0-14 tahun, yang tinggal dengan orang perokok dan 
terpapar asap rokok dilingkungannya akan mengalami pertumbuhan 
paru yang lambat dan mudah terkena infeksi saluran pernapasan, 
infeksi telinga dan asma (PROMKES, 2011: 11). 
 
Banyak masyarakat yang menyadari bahaya menjadi perokok pasif. 
Kementerian kesehatan Republik Indonesia pernah membuat sebuah iklan 
yang menayangkan kisah seorang ibu yang menjadi korban dari 
menghirup asap rokok. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2003, perokok 
dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan 
sekarang perokok di usia dini semakin bertambah. 
Menurut pandangan islam, ada yang mengatakan hukum rokok itu 
haram dan ada yang mengatakan boleh. Beberapa menyatakan hukum 
rokok berdasarkan ayat-ayat yang dapat disimpulkan maknanya dengan 
hakekat rokok itu sendiri. Adapun yang mengharamkan rokok karena dalil 
di surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi: 
 
 
ρu&rΡÏ)àθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ρuωŸ ?è=ù)àθ#( /Î'rƒ÷‰Ïƒ3ä/ö )Î<n’ #$9J−κö=è3sπÏ ¡ ρu&rmô¡ÅΖãθþ#( ¡ )Îβ¨ #$!© 
†ätÏ= #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎦t ∪∈®⊇∩  
Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik” (Al-Baqarah:195). 
 
Rokok dianggap membawa kepada kebinasaan baik bagi perokok 
maupun orang yang berada disekitar orang merokok. Banyak ahli 
kesehatan sepakat bahwa rokok dapat membawa kebinasaan. Sebenarnya 
ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan 
merokok, tidak ada dalil yang eksplisit/kongkrit menjelaskan tentang 
hukum rokok tersebut. 
Perkembangan negara menjadi negara yang menerapkan konteks 
globalisasi telah memberikan beberapa dampak positif dan negatif. 
Dampak negatif yang dihasilkan dari adanya globalisasi, tampak pada 
penyalahgunaan konteks globalisasi yang sebagian besar orang 
mengasumsikan paham yang bebas untuk mengekspresikan diri maupun 
bebas berperilaku. 
Kondisi ini mempengaruhi terhadap perilaku masyarakat yang lebih 
memikirkan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya tanpa 
menghiraukan kepentingan orang lain. Hal tersebut juga memberi dampak 
 
 
kepada kesehatan masyarakat. Sekarang perilaku masyarakat semakin 
memprihatinkan, banyak dari mereka yang tidak memperdulikan 
kesehatan orang lain. Banyak contoh yang dapat kita jumpai pada 
kehidupan sehari-hari, penggunaan bahan formalin untuk campuran dalam 
bahan makanan, penggunaan boraks pada makanan agar makan menjadi 
lebih awet, penggunaan zat pewarna pakaian untuk makanan agar tampilan 
lebih menarik dan masih banyak lagi contoh yang merugikan kesehatan 
masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan hanya untuk meraih 
keuntungan pribadi dan tidak memperdulikan akibat atau efek yang akan 
diterima oleh kesehatan masyarakat sebagai konsumen. 
Perilaku masyarakat yang juga memberikan dampak yang buruk bagi 
kesehatan adalah merokok. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa 
tidak hanya menghisap rokok yang memberikan dampak buruk akan tetapi 
juga asap rokok yang memiliki sifat berbahaya bagi orang lain yang 
menghirup asapnya. Asap rokok yang mengandung nikotin dan tar dapat 
menyebabkan kecanduan dan menyebabkan kanker. (PROMKES, 2011 : 
10). 
Asap rokok jika hal tersebut dikaitkan dengan kondisi perokok yang 
tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai perokok pasif, maka 
hal tersebut tentu akan sangat membahayakan masyarakat yang berada 
pada lingkungan sekitar perokok aktif, terutama apabila terdapat anak-
anak yang kemungkinan akan mengalami gangguan pertumbuhan maupun 
 
 
gangguan kesehatan akibat menghirup asap rokok (www.duniaiptek.com , 
diakses 04 Februari 2017). 
Kondisi tersebut sangat sulit untuk ditanggulangi ataupun dihindari, 
sebab hal ini berhubungan dengan perilaku masyarakat dan kebiasaan 
yang sulit untuk diubah. Pada akhirnya pemerintah harus segera 
mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian 
dibuatlah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan 
masyarakat seperti pengadaan area bebas rokok, pembuatan tempat bagi 
perokok (tempat untuk merokok), hingga pembuatan peraturan tentang 
larangan merokok ditempat umum berserta sangsinya. Kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang 
lebih baik. 
Kebijakan pemerintahan yang mengatur area tanpa rokok biasanya 
disosialisasikan melalui media untuk menjangkau khalayak yang luas. 
Promosi pun dilakukan dalam bentuk media cetak seperti pamflet, banner, 
dan MMT yang diletakan di pinggir jalan agar masyarakat dapat 
mengetahui kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kawasan 
merokok. 
Media lain yakni melalui beriklan di televisi. Iklan merupakan salah 
satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas orang, 
hal ini dimungkinkan daya jangkauannya yang luas. (Morissan, 2010: 18). 
Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang sangat penting bagi 
 
 
perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang ditujukan bagi 
masyarakat. 
Media berkembang pesat dengan berbagai macam fungsinya, salah 
satu fungsi dari media itu sendiri adalah menjadi tempat untuk 
menawarkan sebuah produk lewat tayangan iklan. Iklan menjadi tempat 
untuk memasarkan dan menawarkan produk maupun jasa menggunakan 
bahasa-bahasa nonverbal ataupun verbal. 
Iklan dibagi menjadi dua yaitu, iklan komersial dan iklan non-
komersial atau sering disebut dengan iklan layanan masyarakat (ILM), 
atau Public Service Advertaisment (PSA). Iklan layanan masyarakat (ILM) 
adalah iklan non komersial yang kehadirannya dimaksudkan sebagai 
tandingan (Counter image) terhadap keberadaan iklan komersial. ILM 
sebagai alat perantara untuk menyampaikan pesan sosial kepada 
masyarakat yang biasanya berisi himbauan, aturan, peringatan dan lain 
sebagainya. 
ILM yang berisi informasi atau himbauan untuk kesejahteraan 
masyarakat dapat menjadi media yang bisa mengajak masyarakat untuk 
melakukan apa yang ingin disampaikan oleh ILM tersebut. Walaupun 
terkadang masyarakat perlu mencerna pesan yang ingin disampaikan 
sebuah iklan apa lagi iklan layanan masyarakat yang di mana di dalamnya 
terdapat peraturan pemerintah yang telah diberlakukan. 
ILM berupa video juga biasa digunakan untuk mensosialisasikan 
kebijakan pemerintah yang sedang diterapkan di masyarakat. Salah satu 
 
 
kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah adalah kawasan tanpa 
rokok. Kawasan tanpa rokok adalah salah satu kebijakan pemerintah 
dalam mengatasi perokok yang semakin banyak di daerah Yogyakarta. 
Pemerintah kota membuat iklan layanan masyarakat dalam bentuk video 
untuk mengajak masyarakat bersama-sama menerapkan adanya kawasan 
tanpa rokok. Program tersebut merupakan salah satu tindakan 
pengendalian rokok/tembakau, dimana hal tersebut menjadi tanggung 
jawab semua pihak. 
Seluruh kabupaten dan kota Yogyakarta sudah memiliki regulasi 
terkait dengan kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok. Kulonprogo 
dan Gunungkidul sudah memiliki peraturan daerah sementara tentang 
KTR, sedangkan daerah lain berbentuk peraturan bupati dan peraturan 
walikota. 
Ada 21 kota yang telah menerapkan atau sedang menerapkan 
kawasan tanpa rokok di daerahnya. Salah satu kota yang sedang 
menerapkan kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok yaitu 
pemerintah kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta menerapkan 
kawasan tanpa rokok yang telah efektif sejak 01 Oktober 2016 sebagai 
bentuk implementasi peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2015 tentang 
kawasan tanpa rokok sesuai perintah pemerintah dalam  Undang-Undang 
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. 
.(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oeh0b829
 
 
1-yogyakarta-resmi-terapkan-aturan-kawasan-tanpa-rokok, diakses pada 
04 April 2017). 
Alasan yang mendasari adanya implementasi kebijakan kawasan 
tanpa rokok adalah mewujudkan lingkungan yang bersih tanpa asap rokok 
di tempat umum, hal ini karena jumlah perokok aktif yang semakin banyak 
setiap tahunnya. Alasan lain dari pemerintah kota Yogyakarta, sebagai 
kewajiban dalam mematuhi peraturan pemerintah pusat yang terwujud 
dalam Undang-Undang. 
Tidak hanya Yogyakarta yang sedang menerapkan kebijakan 
pemerintah tentang kawasan tanpa rokok, ada Palembang, Bogor, 
Bandung, Pontianak, Surabaya, Semarang, Sragen, Bangli, Enrengkang, 
Lombok Timur, Payakumbuh, Pandang Panjang, Padang, Bukit Tinggi, 
Cirebon, Karaganyar, Pekalongan, Lampung. salah satu daerah yang 
berhasil mewujudkan kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok, 
adalah desa Bone-Bone di daerah Enrekang Sulawesi Selatan, sejak tahun 
2000 telah berhasil menerapkan  hidup bebas dari asap rokok. Desa Bone-
Bone dinobatkan sebagai desa pertama di dunia yang berhasil bebas asap 
rokok. Kota tersebut menjadi contoh nyata keberhasilan dari implementasi 
pelaksanaan kawasan tanpa rokok sesuai dengan himbauan pemerintah. 
Hal inilah yang sedang diusahakan kota Yogyakarta, yang ingin 
mewujudkan kota bersih tanpa asap rokok. Sebuah komunitas  Jogja Sehat 
Tanpa Tembakau atau JSTT turut melakukan usahanya untuk 
mengembangkan gaya hidup sehat di wilayah Yogyakarta dengan 
 
 
mengurangi ketergantungan dari tembakau. Tidak hanya komunitas saja, 
akan tetapi universitas-universitas di Yogyakarta mendukung adanya 
implementasi kawasan tanpa rokok, seperti UGM mempunyai gedung 
yang dinamai gedung monyet sebagai tempat berkumpulnya para perokok. 
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menerapkan 
adanya aturan tentang pengamanan bagi perokok pasif dan membatasi 
ruang gerak perokok aktif. Membuat beberapa program kegiatan yang 
diperlukan untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, menyatukan 
persepsi untuk menentukan peran yang dapat dilakukan oleh masing-
masing sektor, sosialisasi tentang penetapan kawasan tanpa rokok dengan 
suatu peraturan yang mengikat seperti perda atau perwal. Dengan begitu 
pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat diketahui dan dilaksanakan oleh 
semua pihak, baik pembina, pengawas, maupun perokok dan bukan 
perokok dengan diberlakukan sanksi sesuai hukum yang ditetapkan. 
Adanya Iklan Layanan Masyarakat (ILM) diharapkan bisa 
memberikan gambaran berupa perbuatan dan ajakan kepada masyarakat 
tentang kawasan tanpa merokok dan merokok pada tempat yang sudah 
disediakan sebagai bentuk kepedulian sosial. ILM ini sebagai arahan untuk 
merokok secara bijak. Dengan pemikiran yang strategis, eksplorasi dan 
eksperimen, cara dasar dimana informasi visual menjadi strategi iklan 
layanan masyarakat. Pengetahuan tentang kebijakan pemerintah yang 
berupa program kawasan tanpa rokok tidak hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan instansi negara saja, akan tetapi diperlukan kesadaran 
 
 
masyarakat dan kemauan untuk berupaya dalam mewujudkan lingkungan 
bersih tanpa asap rokok. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis di atas, maka peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok sosialisasinya 
dianggap kurang. 
2. Iklan layanan masyarakat mengajak masyarakat untuk merokok secara 
bijak. 
3. Iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok memberikan gambaran 
untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. 
4. Kebijakan pemerintah memberikan himbauan dan peringatan kepada 
masyarakat. 
5. Kebijakan pemerintah dapat disosialisasikan melalui media iklan. 
 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah merupakan fokus dari suatu  penelitian agar tidak terlalu 
luas, maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti kebijakan pemerintah 
kota Yogyakarta yang diterapkan ke iklan layanan masyarakat tentang 
kawasan tanpa rokok dan sosialisasi dari iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok. 
  
 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta 
tentang iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok? 
2. Bagaimana sosialisasi dari kebijakan pemerintah kota Yogyakarta 
melalui iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan atau menggambarkan 
implementasi kebijakan pemerintah tentang iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta dan sosialisasi dari iklan layanan 
masyarakat kawasan tanpa rokok yang dibuat oleh Pemerintah kota 
Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi 
teoritis dan praktis: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan menambah 
pengetahuan serta, wawasan untuk memahami kebijakan 
pemerintah sebagai yang di contohkan dalam sebuah iklan layanan 
masyarakat.  
 
 
b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk menilik 
lebih dalam kebijakan pemerintah yang ingin disampaikan oleh 
iklan layanan masyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapakan hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan 
masukan yang berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi terhadap 
kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah iklan layanan 
masyarakat. 
b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi untuk 
masyarakat maupun mahasiswa mengenai pentingnya pemahaman 
tentang kekuatan iklan dalam menyampaikan pesannya kepada 
khalayak. 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Teori Kebijakan Pemerintah 
a. Pengertian Kebijakan Pemerintah 
Istilah kebijakan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan 
istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang 
ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Kebijakan merupakan 
serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu 
produk. (Tahir, 2014: 20). 
Kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan 
sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana 
dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. 
Sedangkan menurut Anderson dalam Tahir (2014: 21), kebijakan 
adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan 
seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu 
masalah.  
Kebijakan pemerintah memiliki pengertian yang baku yaitu suatu 
keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan 
maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepetingan umum. 
Kebijakan pemerintah merupakan upaya pemerintah dalam 
membentuk masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang sudah 
disetujui bersama dan demi kesejahteraan masyarakat pada 
 
 
umumnya. Kebijakan pemerintah tentang kawasan tentang rokok 
memberikan aturan yang tegas kepada masyarakat untuk menciptakan 
lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat. Kebijakan 
kawasan tanpa rokok juga ingin menekan angka perokok di Indonesia 
yang semakin tinggi. 
Prinsip kebijakan pemerintah dalam praktik ketatanegaraan dan 
kepemerintahan, menurut Nugroho dalam buku studi kebijakan 
pemerintah (2016) terbagi menjadi tiga; 1) merumuskan kebijakan 
pemerintah (formulasi kebijakan), 2) mengiimplementasikan 
kebijakan pemerintah tersebut, 3) mengevaluasi kebijakan pemerintah 
tersebut (Herabudin, 2016: 39). 
b. Jenis Kebijakan Pemerintah 
Menurut James Anderson yang dikutip Herabudin (2016, 41-42) 
menyampaikan jenis-jenis kebijakan pemerintah sebagai berikut: 
1. Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan 
subtansif, yaitu kebijakan yang menyangkut segala sesuatu yang 
akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural 
adalah cara menjalankan kebijakan subtansif. 
2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan 
redistributif. Kebijakan distributif berkaitan dengan distribusi 
pelayanan atau manfaatnya pada masyarakat atau individu. 
Kebijakan regulatori adalah berapa pembatasan atau pelarangan 
terhadap perilaku individu dan kelompok. Sedangkan kebijakan 
 
 
redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi 
kekayaan, pendapatan, pemelikan atau hak-hak di antara berbagai 
kelompok dalam masyarakat. 
3. Kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material 
adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya 
komplet pada kelompok sasaran. Kebijakan simbolis adalah 
kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok 
sasaran. 
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public 
goods) dan barang privat (privat goods). Kebijakan barang 
umum adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau 
pelayanan public. Sedangkan kebijakan barang privat adalah 
kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan 
untuk pasar bebas. 
 
Kebijakan dapat merujuk kepada pembuatan keputusan penting 
seperti prioritas program maupun pengeluaran dan pemilihinnya 
berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa dikatakan sebagai 
mekanisme manajemen, politis, finansial atau administrasi untuk 
mencapai tujuan yang nyata. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya 
dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. 
  
 
 
c. Tingkatan Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan mempunyai dua tingkatan, yaitu lingkup nasional dan 
lingkup wilayah daerah. Dalam lingkup nasional kebijakan 
pemerintah terdiri sebagai berikut: 
1) Kebijakan Nasional 
Kebijakan nasional adalah kebijakan yang fundamental dan 
strategis dalam pencapaian tujuan nasional / negara sebagaimana 
yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Pihak yang 
berwenang dalam penetapan kebijakan nasional adalah MPR, 
Presiden dan DPR (Herabudin, 2016: 42). Kebijakan nasional 
dapat berbentuk UUD, ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), 
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU). 
2) Kebijakan Umum 
Kebijakan umum adalah kebijakan presiden sebagai langkah 
pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU guna mencapai tujuan 
nasional dan pihak yang berwenang menetapkan kebijakan umum 
adalah Presiden. Kebijakan umum berbentuk Peraturan 
Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi 
Presiden (INPRES). 
3) Kebijakan Pelaksanaan 
Kebijakan pelaksanaan merupkan kebijakan umum sebagai 
strategi pelaksanaan  tugas pada bidang tertentu. Dalam kebijakan 
pelaksanaan yang berwenang menetapkan adalam para menteri / 
 
 
pejabat setingkat menteri dan pemimpin LPND. Bentuk dari 
kebijakan pelaksanaan adalah peraturan, keputusan dan instruksi 
pejabat. 
 
Tingkatan kebijakan pemerintah yang ke dua adalah Lingkup 
wilayah daerah yang terdiri atas sebagai berikut: 
1) Kebijakan Umum 
Kebijakan umum pada lingkup daerah adalah kebijakan 
pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam 
rangka mengatur Rumah Tangga Daerah (Herabudin, 2016: 43). 
Pihak yang berwenang dalam penetapan kebijakan umum di 
daerah Provinsi adalah gubernur dan DPRD Provinsi. Sedangkan 
di daerah Kabupaten / kota oleh bupati/ walikota dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Kebijakan umum  pada lingkup daerah berupa 
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/ 
kota. 
2) Kebijakan Pelaksanaan 
Kebijakan pelaksanaan pada lingkup daerah terbagi dalam tiga 
macam. 
a. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi 
merupakan realisasi pelaksanaan PERDA. Yang berwenang 
dalam penetapan kebijakan adalah gubernur/bupati/walikota. 
 
 
b. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi 
merupakan pelaksanaan kebijakan nasionaldi daerah. Yang 
berwenang dalam penetapan kebijakan adalah 
gubernur/bupati/walikota. 
c. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan, 
merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk orang 
yang berwenang dalam penetapannya adalah 
gubernur/bupati/walikota. 
 
Contoh kebijakan pemerintah adalah kebijakan pemerintah 
mengenai rokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi 
Kesehatan. Dalam peraturan tersebut terdapat peraturan tentang 
rokok, kandungan kadar nikotin dan tar, peraturan keterangan pada 
label rokok, produksi penjualan rokok, iklan dan promosi, kawasan 
tanpa rokok, peran masyarakat terhadap rokok, pembinaan dan 
pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan 
peralihan dan ketentuan penutup. 
d. Implementasi Kebijakan Pemerintah 
Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn 
dalam Herabudin (2016: 114) bahwa implementasi adalah “tindakan 
yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau 
 
 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijakan” (Herabudin, 2016: 114). 
Implemantasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi 
setelah suatu program dinyatakan untuk diberlakukan ke masyarakat 
atau sudah dirumuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemahaman 
itu mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan 
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. 
Ada beberapa pendekatan implementasi kebijakan pemerintah, 
salah satunya adalah pendekatan George Charles Edwards III (1980). 
Implementasi menurut Edward adalah sebagai tahapan dalam proses 
kebijaksanaan yang berada di antara tahapan penyusunan 
kebijaksanaan dan hasil konsekuensi yang ditimbulkan oleh 
kebijaksanaan itu (output,outcome) (Herabudin, 2016: 127). 
Menurut Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 
implementasi yaitu: 
1. Komunikasi 
Keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah di pengaruhi oleh 
implementator, syarat implementator adalah mengetahui secara 
jelas hal-hal yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan 
harus diinformasikan kepada kelompok sasaran, sehingga 
mengurangi distorsi implementasi. 
 
 
Ada tiga hal dalam komunikasi yang perlu mendapatkan 
perhatian yaitu sebagai berikut: 
a) Transmisi 
Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus 
disalurkan kepada pejabat yang akan melaksanakannya. 
b) Kejelasan 
Kejelasan akan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam 
kebijakan pasti diperlukan agar kebijakan dapat 
diimplementasikan sebagaimana mestinya. 
c) Konsistensi 
Implementasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang 
konsisten. Dengan adanya kemantapan dalam bertindak maka 
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik di 
masyarakat. 
2. Sumber Daya 
Sebuah implementasi kebijakan harus didukung dan ditunjang 
oleh sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, 
tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara 
jelas dan konsisten, apabila implementatornya kekurangan 
sumber daya untuk pelaksanaan maka akan tidak berjalan secara 
efektif dan efesien. Sumber daya manusia yaitu kompetensi 
implementator dan sumber daya finansial. 
 
 
Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut 
Edward III adalah: 
a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang 
dibutuhkan. 
b) Informasi, yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan 
kebijakan tersebut. 
c) Kewenangan, yang dibutuhkan bervariasi. Kewenangan dapat 
berwujud membawa kasus ke meja hijau; menyediakan 
barang dan jasa; kewenangan untuk menggunakan dana, staf 
dan lain-lain; kewenangan untuk meminta kerjasama dengan 
badan pemerintahan lain. 
d) Fasilitas, mengimplementasikan kebijakan membutuhkan 
adanya fasilitas fisik yang dapat mengefektifkan sebuah 
kebijakan. 
3. Disposisi atau Sikap 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki 
implementator seperti kejujuran, komitmen dan demokratis. Ada 
tiga unsur utama yang mempengaruhi dalam kemauan dan 
kemampuan aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan. 
a) Kognisi, seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap 
kebijakan. 
 
 
b) Arahan dan tanggapan pelaksana meliputi bagaimana 
penerimaan, penolakan dan ketidakberpihakan dalam 
menyikapi kebijakan. 
c) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana. 
4. Struktur Birokrasi 
Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai 
peranan penting. Adanya prosedur operasi yang sesuai dengan 
standar bagi setiap implementator dalam bertindak. 
 
Menurut Wahab dalam Herabudin (2016: 115) implementasi 
kebijakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: 
a) Perhatian utama pembuat kebijakan memfokuskan diri pada 
“sejauh mana kebijakan tersebut dapat tercapaidan apa alasan 
keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan tersebut”. 
b) Dari sudut pandang implementator, implementasi terfokus pada 
“tindakan penjabat dan instansi di lapangan untuk mencapai 
keberhasilan program”. 
c) Dari sudut pandang target groups, implemenetasi akan lebih 
dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-
benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang 
bagi peningkatan mutu hidup termasuk pandangan mereka. 
 
 
 
 
e. Kawasan Tanpa Rokok 
1) Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 
Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan 
produk tembakau (Promkes, 2011: 15). Kawasan tanpa rokok 
adalah tempat yang bebas dari kegiatan merokok, mereka yang 
merokok akan ditempatkan di ruangan khusus, tempat itu 
diperuntukan untuk orang yang melakukan kegiatan merokok. 
Peraturan yang mengatur larangan ditempat umum sudah di 
terapkan sejak tahun 1999, dengan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 
pemerintah melarang orang merokok di tempat yang sudah 
ditetapkan. 
2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
Kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat bebas 
dari kegiatan merokok yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat 
proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, 
angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya 
yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi 
Kesehatan dalam Pasal 22 dan Peraturan Bersama Menteri 
 
 
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 dalam 
Pasal 3 Ayat 1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. 
1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
apapun itu bentuknya yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah dan masayrakat. Contohnya rumah sakit 
swasta, puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Sasaran di 
fasilitas pelayanan kesehatan yakni pimpinan/penanggung 
jawab/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, 
pengunjung, tenaga medis dan non medis. Seseorang yang 
melanggar kawasan tanpa rokok akan dikenai sanksi sebagai 
berikut: 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar 
diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat 
fasilitas pelayanan kesehatan; 
c. Memberikan sanksi administrasi denda paling banyak 
50.000.000.00 atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan; (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 
199). 
d. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
 
 
Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 
pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib dilengkapi dengan 
tanda atau simbol dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 
Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1. 
2) Tempat Proses Belajar Mengajar 
Tempat yang dimaksud adalah sarana yang digunakan untuk 
kegiatan belajar, mengajar, pendidikan atau pelatihan. 
Contohnya sekolah dasar, universitas, sekolah menengah atas 
atau kejuruan. Sasaran di tempat ini adalah penanggung 
jawab/pemimpin/pengelola tempat proses belajar mengajar, 
peserta didik/siswa, tenaga kependidikan/guru, unsur sekolah 
lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah). Jika ada 
yang melanggar kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar 
mengajar maka perlu adanya tindakan, yaitu; 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar 
diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat 
proses belajar mengajar; 
c. Memberikan sanksi administrasi denda paling banyak 
50.000.000.00 atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
yang berlaku di tempat proses belajar mengajar; (Undang-
 
 
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 
199). 
d. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 
pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib dilengkapi dengan 
tanda atau simbol dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 
Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1. 
3) Tempat Bermain Anak 
Area yang digunakan anak-anak untuk kegiatan bermain, baik 
area tertutup maupun terbuka. Contohnya tempat bermain anak 
yang ada di taman, taman pintar, kids fun dan tempat sejenis 
lainnya. Sasaran dari tempat bermain anak yaitu 
pimpinan/penanggung  jawab/pengelola tempat anak bermain, 
pengguna/pengunjung tempat anak bermain. Apa bila sasaran 
KTR di tempat bermain anak tidak mematuhi peraturan maka 
pemimpin/pengelola dapat melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar diperintahkan 
untuk meninggalkan KTR pada tempat bermain anak; 
c. Memberikan sanksi administrasi denda paling banyak 
50.000.000.00 atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
yang berlaku dari pengelola tempat bermain anak; (Undang-
 
 
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 
199). 
d. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 
pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib dilengkapi dengan 
tanda atau simbol dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 
Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1. 
4) Tempat Ibadah 
Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang 
memiliki ciri khusus yang dipergunakan untuk kegiatan 
beribadah bagi pemeluk agama masing-masing. Tempat ibadah 
ini tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Contohnya masjid, 
gereja, pura dan lain sebagainya. Tempat ibadah sasaran 
implementasi kawasan tanpa rokok yaitu pimpinan/penanggung 
jawab/pengelola tempat ibadah, jama’ah dan masyarakat di 
sekitar tempat ibadah. Setiap pimpinan/pengelola wajib 
memberikan tindakan kepada sasaran KTR yang sudah 
dijelaskan diatas apabila melanggar peraturan. Tindakan yang 
dapat dilakukan adalah 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar diperintahkan 
untuk meninggalkan KTR pada tempat ibadah; 
 
 
c. Memberikan sanksi administrasi denda paling banyak 
50.000.000.00 atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
yang berlaku dari pengelola tempat ibadah; (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 
199). 
d. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 
pada tempat ibadah wajib dilengkapi dengan tanda atau simbol 
dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5 
Ayat 1. 
5) Angkutan Umum 
Transportasi yang dipergunakan masyarakat secara umum yang 
dapat berupa kendaraan darat, air dan udara, biasanya dengan 
kompensasi. Bus kota, kereta api, kapal fery, pesawat terbang 
dan lain-lain. Sasaran di angkutan umum adalah pengelola 
sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dan 
sebagainya), karyawan, pengemudi dan awak angkutan 
kemudian penumpang. Setiap pengemudi atau kondektur pada 
angkutan umum  wajib melarang penumpang atau setiap orang 
yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan 
kegiatan merokok. Jika hal itu masih terjadi maka diperlukan 
tindakan, yaitu: 
 
 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar diperintahkan 
untuk meninggalkan KTR pada angkutan umum atau 
menurunkan penumpang dari angkutan umum; 
c. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
Setiap pengelola, pengemudi atau kondektur angkutan 
umum wajib dilengkapi dengan tanda atau simbol dilarang 
merokok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1. 
6) Tempat Kerja 
Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan terbuka atau 
tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan 
kegiatan untuk keperluan usaha. Contohnya instansi pemerintah 
atau kedinasan, lembaga dan badan pemerintahan. Di tempat 
kerja sasaran kawasan tanpa rokok yaitu pimpinan/penanggung 
jawab/penunjang di tempat kerja (kantin, toko, dan lain 
sebagainya), staf/pegawai/karyawan dan tamu. Tindakan yang 
diperlukan jik aterjadi pelanggaran: 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar diperintahkan 
untuk meninggalkan KTR pada tempat kerja; 
c. Memberikan sanksi administrasi denda paling banyak 
50.000.000.00 atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
 
 
yang berlaku dari pengelola tempat kerja; (Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 199). 
d. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 
pada tempat kerja wajib dilengkapi dengan tanda atau simbol 
dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5 
Ayat 1. 
7) Tempat Umum 
Semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat 
umum atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama 
untuk kegiatan masyarakat yang dikelola pemerintah, swasta 
dan masyarakat. Contohnya stasiun, halte bus, bandara dan 
terminal angkutan umum. Sasaran kawasan tanpa rokok di 
tempat umum yaitu pimpinan/penanggung jawab/pengelola 
sarana penunjang di temapt umum, karyawan dan 
pengunjung/pengguna tempat umum. 
a. Memberikan teguran untuk mematuhi peraturan; 
b. Jika teguran tidak dihiraukan, maka pelanggar diperintahkan 
untuk meninggalkan KTR pada tempat umum; 
c. Memberikan sanksi administrasi denda paling banyak 
50.000.000.00 atau sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
 
 
yang berlaku dari pengelola tempat umum; (Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 199). 
d. Melaporkan kepada aparat yang berwenang. 
Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 
pada tempat umum wajib dilengkapi dengan tanda atau simbol 
dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5 
Ayat 1. 
8) Tempat Lainnya yang Ditetapkan 
Tempat terbuka yang disetujui bersama oleh masyarakat untuk 
kegiatan oleh masyarakat. 
 
Pemerintah mewajibkan bagi setiap daerah untuk mewujudkan 
kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 109 Tahun 2012 pasal 52, 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 
pasal 25. Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi syarat 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 2 yaitu; 
a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan 
langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi 
dengan baik. 
 
 
b. Berpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang 
digunakan untuk beraktivitas. 
c. Jauh dari pintu masuk dan keluar. 
d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang. 
3) Tujuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
Penetapan kawasan tanpa rokok dirasa penting, langkah ini 
merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko 
ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar 
asap rokok dari pemerintah sebagai bentuk rasa tanggung jawab 
atas kesehatan masyarakat. Melindungi kelompok masyarakat 
yang rentan terhadap risiko ancama gangguan kesehatan akibat 
asap rokok seperti bayi, balita, ibu hamil dan lansia (Peraturan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 
Pasal 2). 
Tujuan dengan diciptakannya kawasan tanpa rokok dijelaskan 
dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Tahun 
2011 Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Halaman 
16 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
42 Tahun 2009 Pasal 3) yaitu; 
1. Menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan 
cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. 
 
 
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari 
asap rokok. 
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. 
5. Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang sehat. 
2. Teori Sosialisasi 
Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung untuk hidup 
bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat manusia 
dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya 
melalui suatu proses. Proses penyesuaian diri terhadap masyarakat 
dinamakan dengan sosialisasi (Cahyo, dkk, 2016:3) 
Sosialisasi adalah proses belajar seorang melalui interaksi dengan 
orang lain, tentang cara berpikir, merasa dan bertindak yang semua 
itu merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan 
partisipasi sosial yang efektif (Herabudin, 2015: 86). 
 
Soerjono Soekanto dalam Herabudin (2015: 87) menyatakan 
sosialisasi adalah proses yang menempatkan anggota masyarakat yang 
baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat ia 
menjadi anggota (Herabudin, 2015: 87). 
Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan 4 hal 
pokok yang berkaitan dengan sosialisasi, (Cahyo, dkk, 2016: 4) yaitu: 
a. Sosialiasi merupakan proses yang berlangsungnya hidup manusia. 
b. Di dalam sosialisasi terdapat adanya pengaruh antara individu 
berserta potensi kemanusiannya, dengan masyarakat berdasarkan 
kebudayaan. 
 
 
c. Melalui proses sosialisasi, individu menyerap pengetahuan , nilai-
nilai, kepercayaan, sikap, norma dan keterampilan dari kebudayaan 
masyarakatnya. 
d. Pada sosialisasi akan menghasilkan perkembangan kepribadian 
seseorang menjadi sutu pribadi yang unik. 
Manusia dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan melalui suatu 
proses. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri, seseorang kemudian 
mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide orang lain ( Abdulsyani, 2002: 
57). 
Sosialisasi dapat terjadi secara langsung yakni bertatap muka dalam 
pergaulan sehari. Dapat juga terjadi secara tidak langsung, seperti 
melalui telepon, surat atau media massa. Sosialisasi dapat berlangsung 
secara lancar dengan sedikit kesadaran bahwa seseorang sedang 
disosialisasikan atau sengaja mensosialisasikan diri. Sosialisasi dapat 
terjadi secara paksa dan kasar kerana kepentingan tertentu. Dapat juga 
individu dengan status dan pengaruh tertentu memaksakan kehendak 
agar anggota masyarakat menerima dan mematuhinya ( Abdulsyani, 
2002: 58). 
3. Teori Komunikasi Massa 
Pengertian komunikasi massa adalah proses yang dilakukan melalui 
media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 
 
 
menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Burhan, 2006: 71). 
Maka ada unsur-unsur penting dalam komunikasi massa yaitu: 
a) Komunikator 
Pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematika 
modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka 
informasi akan cepat ditangkap oleh publik. 
b) Media massa 
Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang 
melakukan penyebaran informasi secara massal. 
c) Informasi massa 
Informasi yang ditujukan kepada masyarakat secara massal, bukan 
informasi yang hanya dapat dinikmati oleh diri sendiri. 
d) Gatekeeper 
Sebagai penyeleksi informasi, orang yang berada dalam media massa 
yang akan memilih informasi yang akan disiarkan atau tidak. 
e) Khalayak 
Khalayak sama dengan massa yang menerima informasi massa yang 
disebarkan oleh media massa. 
f) Umpan balik 
Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda sedangkan 
umpan balik komunikasi bersifat langsung. 
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada 
khalayak melalui media dan diterima secara serentak. Sumber 
 
 
komunikasi massa bukan bersumber dari satu orang, melainkan dari 
organisasi formal dan sang pengirim merupakan komunikator yang 
profesional. Pesannya tidak unik dan beraneka ragam, serta bisa 
diperkirakan. Kemudian pesan itu diproses dan selalu diperbanyak. 
Pesan merupakan suatu produk dan komoditi yang memiliki nilai tukar 
dan mengandung nilai kegunaan. 
Fungsi komunikasi massa secara umum menurut Effendy adalah: 
a) Fungsi Informasi 
Media massa adalah penebar informasi bagi pembaca, pemirsa atau 
pembaca dengan berbagai informasi yang dibutuhkan khalayak. 
b) Fungsi Pendidikan 
Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayak. Karena 
media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. 
Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa melalui 
pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku pada 
pemirsa (Elvinaro, dkk, 2007:18). 
c) Fungsi Mempengaruhi 
Secara implisit media massa mempunyai pengaruh pada 
tajuk/editorial, features, iklan, artikel dan lain sebagainya. khalayak 
dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan televisi ataupun 
surat kabar. 
Komunikasi massa tidak dapat lepas dari media massa. Media massa 
dibagi menjadi dua yaitu media massa cetak seperti majalah dan surat 
 
 
kabar. Sedangkan media elektronik yakni televisi, radio, film dan media 
on-line (internet). 
a. Media Massa Televisi 
Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar 
diam dan hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini 
menggunakan peralatan dimana peralatan itu mengubah cahaya dan 
suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali 
dalam cahaya yang dapat dilihatdapat didengar (Azhar, 2003: 50). 
Sejarah siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 
saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun 
kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran 
resmi TVRI dimulai 24 Agustus 962 jam 14.30 WIB yang 
menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 
dari stadion utama Gelora Bung Karno (Morissan, 2008: 9). 
Sejak pemerintah Indonesia membukan TVRI, selama 27 tahun 
pononton televisi Indonesia hanya dapat menonton satu siaran 
televisi. Barulan pada tahun 1989 pemerintah memberikan izin 
operasi kepada kelompok usaha untuk membuka stasiun. Stasiun 
swasta pertama di Indonesia adalah RCTI kemudian disusul SCTV, 
Indosiar, ANTV dan TPI yang sekarang menjadi MNCTV ( 
Morissan, 2008: 10). Sekarang stasiun televisi swasta sudah 
bertambah yakni TransTV, Trans7, TVOne, MetroTV, GlobalTV, 
 
 
RbTV, KompasTV, NetTV dan RTV. Diperkirakan akan terus 
bermunculan stasiun televisi di Indonesia. 
Stasiun televisi dibagi menjadi empat kategori yaitu televisi 
publik, swasta, berlangganan dan komunitas (Morissan, 2008: 10). 
Sekarang penonton Indonesia memiliki banyak peilihan untuk 
menikmati program televisi. Televisi merupakan salah satu 
perantara bagi pemasang iklan. Media televisi merupakan industri 
penuh modal, teknologi dan sumber daya manusia. 
b. Media Video 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan 
rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan 
lewat pesawat televisi, dengan kata lain video merupakan tayangan 
gambar bergerak yang disertai dengan suara. 
Video merupakan gambar-gambar dalam frame, dimana frame 
demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis 
sehingga pada layar terlihat gambar hidup (Azhar, 2003: 48). Dapat 
disimpulkan bahwa video meruapakan media audio-visual yang 
dapat menggambarkan suatu objek bergerak secara bersamaan. 
Kemampuan video digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, 
dokumentasi, dan pendidikan. Video dapat menyajikan informasi, 
memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, 
mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu 
dan mempengaruhi sikap (Azhar, 2003: 48). 
 
 
c. Teori Iklan 
1) Pengertian Iklan 
Menurut Klepper dalam Suryanto (2015: 440), iklan berasal 
dari bahasa latin, ad-vere yang berarti mengalihkan pikiran dan 
gagasan kepada pihak lain. Iklan atau periklanan adalah bentuk 
komunikasi pemasaran yang tujuannya digunakan untuk 
mendorong, membujuk, atau memanipulasi (menggerakan) 
penonton (pemirsa, pembaca, pendengar, kadang-kadang 
kelompok tertentu) untuk melanjutkan atau mengambil tindakan 
baru. 
Iklan dapat diartikan setiap komunikasi nonpersonal mengenai 
suatu organisasi, produk, servis atau ide yang dibayar oleh satu 
sponsor yang diketahui. Maksud dari ‘dibayar’ tersebut 
menunjukan fakta bahwa ruang dan waktu bagi suatu pesan iklan 
harus dibeli (Morissan, 2010: 17). Sedangkan untuk 
‘nonpersonal’ berarti suatu iklan melibatkan media massa di 
dalamnya (TV, radio,majalah, koran) yang dapat mengirimkan 
pesan dalam jumlah besar. Iklan salah satu bentuk promosi yang 
paling banyak dibahas orang dan paling dikenal orang. Ada 
banyak bentuk iklan dari iklan berbentuk pamflet, baliho, poster, 
typografi, banner, video, dan lain-lain. Iklan yang berbentuk 
video memberikan warna tersendiri bagi penontonnya, dengan 
 
 
menampilkan audio dan visual dapat menjadi daya tarik iklan 
untuk mempromosikan barang atau jasanya. 
Iklan dibagi menjadi dua yaitu iklan komersial dan iklan non-
komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menawarkan produk 
atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan 
iklan non-komersial atau yang lebih dikenal dengan iklan layanan 
masyarakat atau Public Service Advertaisment (PSA) adalah iklan 
yang diperuntukan untuk menyampaikan pesan sosial kepada 
masyarakat yang berisi himbauan, aturan, peringatan dan lain 
sebagainya. 
2) Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 
Iklan layanan masyarakat atau dalam bahasa Inggris : Public 
Service Announcement atau disingkat PSA) adalah iklan yang 
menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk 
membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah 
masalah yang harus mereka hadapi (Pujiyanto,2013: 7). 
Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk 
mengajak masyarakat dan mengimbau masyarakat untuk 
mengerti, menyadari, turut memikirkan, serta menempatkan 
posisinya agar tidak larut dan terjurumus dengan permasalahan. 
ILM berupa iklan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Keuntungan 
sosial yang dimaksud adalah munculnya kesadaran sikap, 
 
 
tambahan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat 
terhadap masalah yang diiklankan. 
Iklan layanan masyarakat muncul didasari oleh kondisi 
masyarakat/negara yang dilanda permasalahan sosial, sehingga 
pesan-pesan yang disampaikan dan ditampilkan kebanyakan 
bersifat sosial. Tugas utama ILM adalah menginformasikan pesan 
sosial kepada masyarakat agar tertarik dengan iklannya dan 
mengikutinya serta menjalankannya. 
Agar ILM diterima masyarakat maka, diperlukan konsep yang 
baik dan diperlukan pengetahuan yang luas, yaitu mengkaji dan 
memilih data tentang audiens dan tema yang hangat di 
masyarakat, serta ilmu yang berhubungan dengan kemanusiaan, 
pengetahuan bahasa, ilmu komunikasi, mengatur elemen-elemen 
desain dan kemampuan merancang dalam karya ILM. 
Rhenald Kasali (1995) dalam buku Iklan layanan masyarakat 
karya Pujiyanto (2013), sebelum menciptakan ILM perlu 
melakukan identifikasi masalah serta pemilihan dan analisis 
kelompok sasaran, yaitu: 
1. Menganalisis kebutuhannya, suasana psikologi dan sosiologi 
yang melingkupinya, bahasanya, jalan pikirannya, serta 
simbol-simbolyang dekat dengannya. 
2. Menentukan tujuan khusus ILM tentang apa yang harus 
dicapai dalam kampanye tersebut. Tujuan menyangkut 
 
 
penambah jumlah yang dilayani klien sampai peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap organisasi atau program-
program khusus. 
3. Menentukan tema ILM. Tema ILM adalah topik pokok atau 
selling points yang ingin dituju oleh ILM. Suatu tema harus 
berpusat pada topik atau dimensi program yang sangat penting 
bagi klien. 
4. Menentukan anggaran ILM yang diperlukan untuk kampanye 
selama periode tertentu. 
5. Perencanaan media yang meliputi identifikasi media yang ada 
dan tersedia, memilih media yang cocok dan dapat digunakan 
dan menentukan waktu dan frekuensi pemublikasian. 
6. Menciptakan pesan-pesan ILM. Komponen-komponen suatu 
ILM termasuk headline, subheadline, bodycopy, artwork, dan 
tanda/logo yang menarik dan memelihara perhatian sasaran. 
7. Menilai keberhasilan kampanye tersebut melalui serangkaian 
evaluasi ini dilakukan sebelum, selama sesudah kampanye 
dipublikasikan (Pujiyanto, 2013: 9). 
Iklan layanan masyarakat harus berfungsi sebagai sarana 
estetika komunikasi untuk berkomunikasi dengan semua lapisan 
masyarakat dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda 
(Pujiyanto, 2013: 65). Iklan layanan masyarakat sebagai media 
komunikasi perlu memperhatikan rumus AIDA+S, yaitu A: 
 
 
Attention (menarik perhatian), I: Interest (menimbulkan minat 
lebih dalam), D: Desire (keinginan untuk mengikuti), A: Action 
(melakukan tindakan), dan S: Satisfaction (menimbulkan kesan). 
Membuat desain iklan layanan masyarakat harus seindah 
mungkin agar dapat menarik perhatian (attention) khalayak atau 
masyarakat. Dengan adanya perhatian ini dapat menimbulkan 
kesan pertama pertama pada masyarakat dan akan meningkat 
sehingga menjadi interest (minat lebih dalam). Setelah timbul 
rasa interest maka, masyarakat akan mulai mengamati dari dekat 
isi dalam iklan layanan masyarakat, dengan begitu emosi 
khalayak dirangsang dan menjadi desire (keinginan audiens untuk 
mengikuti seperti yang ada dalam iklan). Jika keinginan audiens 
sudah tercipta maka dapat diharapkan masyarakat akan mengikuti 
pesan atau saran dari ILM tersebut (action). 
Seorang pengiklan merancang iklan menjadi sebuah alat 
komunikasi dan tidak hanya menentukan penampilannya saja. 
Kesan pertama adalah suatu kepentingan yang sangat 
dipertimbangkan sehingga akan berguna. Seorang pengiklan perlu 
menentukan tema iklan yang akan dibuatnya, yang akan 
disesuaikan dengan maksud dan tujuan dalam konsepnya. Ada 
beberapa tema yang disesuaikan dengan fungsi iklan: 
1. Rasional 
 
 
Iklan layanan masyarakat yang berfokus pada praktik, fungsi 
atau kebutuhan masyarakat berfungsi memberikan tekanan 
atau manfaat bagi yang menerima berita (Pujiyanto,2013:81).  
Tanggapan positif terhadap informasi yang disampaikan bisa 
memberikan dampak yang menyakinkan dan memuaskan 
masyarakat sebagai khalayak. 
Informasi yang disampaikan dengan pendekatan rasional 
lebih mudah dicerna oleh masyarakat karena menampakan 
apa adanya tanpa ada unsur dramatisasi sesuai dengan 
kenyataan suatu yang sesungguh. 
2. Humor atau Jenaka 
Menampilkan sesuatu dengan humor atau jenaka merupakan 
strategi untuk mencapai sasaran desain periklanan untuk 
memicu perhatian terhadap yang diinformasikan. Dari sebuah 
survei yang dilakukan oleh eksekutif iklan, bahwa 
penggunaan unsur humor atau jenaka ternyata lebih menarik 
perhatian dan menciptakan kesadaran seseorang untuk 
melihatnya. 
3. Rasa Takut 
Penggunaan unsur rasa takut untuk memperbaiki motivasi. 
Ada dua hal yang dituju melalui pendekatan ini, yaitu 
mengidentifikasi konsekuensi negatif jika menggunakan 
 
 
produk dan mengidentifikasi konsekuensi negatif terhadap 
perilaku yang tidak aman. (Pujiyanto,2013: 83) 
4. Patriotik 
Tampilan  visual patriotik kadang dihadirkan untuk 
menambah rasa percaya masyarakat terhadap informasi yang 
disampaikan. Pahlawan yang digambarkan dengan berotot 
besar, berwibawa, cepat, tanpa pamrih dan memberantas 
keonaran, kejahatan dan suka menolong sesama. Hal ini dapat 
membius masyarakat sehingga menerima misi iklan yang 
diinformasikan. 
5. Kesalahan 
Seseorang kadang melakukan kesalahan dalam hidupnya, 
seperti menyimpang dari nilai aturan yang ada. Tujuan media 
yang bersifat kesalahan ini agar audiens (masyarakat) yang 
melihatnya atauu membacanya bisa memperbaiki adegan 
kesalahan yang diinformasikan (Pujiyanto,2013: 84). 
6. Kaidah 
Kaidah biasanya berhubungan dengan aturan-aturan yang 
tidak menyinggung ras, adat istiadat, suku dan agama. Unsur 
ini sangat beresiko harus berhati-hati agar media periklanan 
yang dibuat tidak menimbulkan kesalahpahaman di 
masyarakat. Jangan sampai iklan menimbulkan gunjingan di 
 
 
masyarakat sehingga membuat iklan tersebut dilarang beredar. 
Unsur kaidah biasanya sengaja muncul pada momen khusus. 
7. Simbol 
Simbol adalah tanda yang mempunyai hubungan dengan 
objek yang peraturannya bersifat umum. Simbol merupakan 
jembatan yang menginterpretasikan suatu objek kepada orang 
lain sesuai dengan pengalamannya (Pujiyanto, 2013: 85). 
Pengiklan yang menggunakan simbol kadangkala informasi 
tidak sampai atau salah persepsi terhadap penerimanya. 
Seperti simbol lambaian tangan yang dapat diartikan selamat 
datang, selamat berpisah, selamat tinggal, tidak setuju atau 
tidak mau. 
8. Pengandaian 
Pengandaian merupakan harapan atau angan-angan ke depan 
sebuah tujuan. Pengandaian merupakan sebuah impian yang 
seakan-akan menjadi kenyataan. Tampilnya media dengan 
tema pegandaian sebgaian masyarakat yang mempunyai 
harapan  besar setelah mengikuti dan menanngapi pesan yang 
disampaikan (Pujiyanto,2013: 87). Pesan yang disampaikan 
merupakan penggalangan ajakan yang bersifat positif untuk 
tujuan bersama. 
9. Emosional 
 
 
Emosional sangat berhubungan dengan faktor psikologis 
manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat. Sebagian 
masyarakat menyukai informasi yang dikomunikasikan 
dengan pendekatan emosional dengan perasaan dan 
mengesampingkan atribut atau lembaga yang 
menginformasikan. 
3) Penekanan Pesan pada ILM 
Iklan layanan masyarakat bila dilihat sesuai dengan temanya 
terdapat empat kelompok, yaitu tema larangan, peringatan, 
imbauan atau anjuran dan penemuan yang dipaparkan secara 
ilmiah. Masing-masing tema memiliki karakter dan teknik 
penyampaian sendiri-sendiri sesuai dengan bobot isi informasi 
yang disampaikan (Pujiyanto,2013: 203). 
a. Tema Larangan dan Sindiran 
Tema “larangan dan sindiran” merupakan peraturan yang 
harus dijalankan dan ditaati, bila tidak diikuti maka akan 
mendapatkan sanksi hukum maupun psikologis. Pesan 
bertema larangan dan sindiran biasa dimunculkan pada iklan 
layanan masyarakat dengan kata “jangan”, “stop”, “dilarang”, 
“hentikan” dan lain sebagainya. munculnya pesan bertema 
larangan ini karena permasalahan yang sudah akut, terlalu 
lama sehingga penyampai tidak sabar untuk 
menyelesaikannya. 
 
 
b. Tema Peringatan 
Tema “peringatan” bisa bersifat langsung atau tidak langsung. 
Peringatan langsung bersifat keras, seperti kata awas, 
waspadalah, berhati-hati, hindarilah, jangan terpancing dan 
sebagainya. peringatan tidak langsug, maka itu peringatan 
atau memperingati, hari jadi, haul, ulang tahun atau kejadian 
yang dilakukan secara rutin pada periode tertentu contohnya 
hari kemerdekaan, hari bumi dan lain-lain. Tema peringatan 
ini biasanya memperingatkan suatu permasalahan yang ada, 
baik yang baru terjadi atau sudah terjadi. 
c. Tema Imbauan atau Anjuran 
Tema “imbauan atau anjuran” bisa menggunakan kata 
“supaya”, “harap”, “agar”, “taatilah”, “laksanakanlah”, 
“datanglah”, “pastiklanlah”, “cegahlah” dan lain sebagainya. 
Imbauan pada iklan layanan masyarakat mengajak masyarakat 
untuk mengikutinya. Iklan ini sifatnya hanya menghimbau 
atau menganjurkan dan tidak tidak mewajibkan. Penyampaian 
yang kurang tegas ini menghindari silang pendapat antara 
pengirim pesan dengan penerima pesan yakni masyarakat, 
mesikpun pesan yang disampaikan sangat dibutuhkan agar 
masyarakat tidak melakukan hal yang salah atau keliru. 
Pembuatan iklan dengan tema ini biasanya dibuat secara detail 
 
 
dan rinci baik posisi gambar yang menerangkan suatu 
aktivitas, runtutan jelas sehingga mudah dipahami. 
d. Penemuan yang Dipaparkan Secara Ilmiah 
Tema dengan penemuan adalah masalah-masalah yang 
ditemukan di masyarakat kemudian dalam iklan dijelaskan 
secara rinci dan menggunakan pandangan secara ilmiah untuk 
menarik masyarakat agar mengikuti iklan tersebut. 
4) Jenis Iklan dari Segi Jangkauan Siarnya 
Pengurus pemasaran suatu perusahaan beriklan dalam 
berbagai tingkatan dan level. (Morissan, 2010: 20). Jenis-jenis 
iklan menurut jangkauan siarnya sebagai berikut: 
a. Iklan Nasional 
Pemasang iklan adalah perusahaan besar dengan produk yang 
sudah tersebar secara nasional atau sebagian wilayah suatu 
negara. Iklan nasional biasanya muncul pada jam tayang 
utama (prime time) pada televisi yang mempunyai jaringan 
secara nasional dan berbagai media besar lainnya. 
Pemasangan iklan dalam skala nasional adalah untuk 
menginformasikan kepada perusahaan atau merek yang 
diiklankan berbagai kelengkapan yang dimiliki, keuntungan, 
manfaat, penggunaan, serta menciptakan atau memperkuat 
citra dari produk yang diiklankan sehingga konsumen akan 
lebih cenderung untuk membeli produk yang diiklankan. 
 
 
b. Iklan Lokal 
Pemasang iklan ini adalah perusahaan pengecer atau 
perusahaan dagang tingkat lokal. Tujuan dari adanya iklan 
lokal adalah untuk mendorong konsumen untuk membeli di 
toko-toko atau menggunakan jasa lokal. Iklan lokal lebih 
condong menekankan tmbahan penghasilan lebih seperti 
harga lebih murah, waktu operasional lebih lama, pelayanan 
khusus, gengsi, suasana yang berbeda atau jenis barang yang 
ditawarkan. Iklan lokal biasanya melakukan promosinya lewat 
aksi langsung (direct action advertaising) dengan tujuan 
untuk memperoleh penjualan secara cepat. 
c. Iklan Primer dan Selektif 
Iklan primer atau yang disebut primary demand advertaising, 
iklan yang dirancang untuk mendorong permintaan terhadap 
suatu jenis produk tertentu atau untuk keseluruhan industri. 
Pemasang iklan cenderung lebih menggunakan iklan primer 
apabila merek produk mereka telah mendominasi pasar dan 
akan mendapatkan keuntungan paling besar jika permintaan 
jenis produk yang diiklankan meningkat. Asosiasi perusahaan 
di bidang industri dan perdagangan sering melakukan 
kampanye dengan menggunakan iklan primer untuk 
mendorong peningkatan penjualan produk yang telah 
dihasilkan anggota asosiasi. Perusahaan memanfaatkan iklan 
 
 
primer untuk membantu produk yang masih baru seperti 
melakukan branding yang manfaatnya belum banyak 
diketahui masyarakat. Maka dari itu, iklan ini menjelaskan 
konsep dan manfaat suatu produk secara umum sekaligus 
mempromosikan merek tersebut. 
d. Media Periklanan 
Suatu proses komunikasi, pesan atau informasi yang disampaikan 
oleh pengirim pesan diperlukan sebuah media. Hal ini diperlukan 
agar tidak terjadi kesesatan dan bisa diterima oleh masyarakat. Agar 
iklan layanan masyarakat sampai ke sasaran, maka diperlukan 
strategi target audiens berdasarkan segmentasi. Strategi sering 
digunakan ialah dengan mengelompokan segmen sebagai calon 
penghayat. Dengan pengelompokan segmentasi akan memudahkan 
mengomunikasikan masalah sosial melalui media periklanan. 
Menurut  Philip Kotler (1990) dalam bukunya Pujiyanto  (2013: 
169), segmentasi adalah memilah-milah suatu tempat (audiens) yang 
luas ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan faktor geografi, 
demografi, psikografi dan behavioristik. Disamping melakukan 
pengelompokan segmentasi, diperlukan pemilihan jenis media 
sesuai dengan permintaan pemesan. Pada abad 20 ini, media 
komunikasi dan informasi dibagi menjadi beberapa berdasarkan 
sifatnya: 
a. Above The Line (ATL) 
 
 
Above the line adalah media lini atas. Komunikasinya 
menggunakan “sewa media” bersifat massal, seperti koran, 
majalah, televisi, radio, internet dan lain-lain (Pujiyanto, 2013: 
170). Tujuan memasang iklan di media tersebut untuk 
membangun image atau yang disebut dengan full factor. 
b. Below The Line (BTL) 
Below the line merupakan perlengkapan yang mendukung lini 
atas. Biasanya berupa dua kegiatan: sales promotion dan 
merchandisisng, yang dipadukan dengan iklan BTL untuk 
menguatkan sebuah kampanye (Pujiyanto, 2013: 181). Aktivitas 
BTL bisa berupa event, live telecast, sponsorship dan lain-lain. 
Tujuan adanya BTL adalah mendekatkan produk atau jasa pada 
konsumen untuk membangun pengalaman menjaga loyalitas 
konsumen, dan mengundang pembelian. BTL merupakan highly 
segmented yang membuat tertarik dan melakukannya atau 
menirunya. ILM dengan isi pesan imbauan akan langsung dapat 
tanggapan dari khalayak. Bentuk media BTL ialah bandau, 
billboard, brosur, building ad, coaster, flyer, katalog dan lain 
sebagainya. 
c. Through The Line (TTL) 
Through the line merupakan media periklanan yang 
berkomunikasi menggunakan pendekatn selektif media yang 
dipilih dengan hati-hati berdasarkan pendekatan menyeluruh 
 
 
pada terget human insight (Pujiyanto, 2013: 194). Pemilihan 
segmentasi khalayak atau target audiens, berdasarkan kondisi 
masyarakat yang harus diselesaikan. Bentuk media TTL adalah 
follow up advertaising, merupakan iklan lanjutan yang bersifat 
menggoda perhatian dan jawabannya ada dalam satu media 
massa (majalah) (Pujiyanto, 2013: 196). Ada pula pop up yang 
terbagi menjadi 2; pop up yang muncul di internet atau pop up 
yang muncul di media cetak. 
d. Ambient  
ATL dan BTL adalah media yang selalu menawarkan suatu 
produk maupun jasa, produk atau sosial. Berbagai teknik yang 
disampaikan oleh media dirasa kurang sampai ke target yakni 
masyarakat, karena masyarakat mulai bosan dengan iklan yang 
ditampilkan monoton. Yang menjadi faktor kebosanan audiens 
adalah iklan yang menggurui dan menyinggung masyarakat. 
Ambient merupakan media periklanan yang memanfaatkan 
lingkungan dengan cara yang unik, sehingga membuat khalayak 
yang melewati atau membacanya bisa tertawa, tersenyum, 
tergugah hatinya dan tidak tersinggung atas pesan yang 
disampaikan. 
B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu 
skripsi oleh Didier Neonisa Mahasiswi Jurusan Marketing Communication 
 
 
di Universitas BINUS Jakarta tahun 2011, yang berjudul Peran Iklan 
Layanan Masyarakat Dalam Sosialisasi Program Busway Oleh Pemprov 
DKI: Proses Sosialisasi Program Busway. Kesamaan dengan penelitian ini 
adalah sama-sama meneliti bagaimana Iklan Layanan Masyarakat sebagai 
sosialisasi sebuah kebijakan pemerintah di televisi. Perbedaannya dengan 
penelitian ini dalam skripsi Didier Neonisa hanya meniliti sosialisasi saja 
sedangkan dalam penilitian ini dibahas juga bagaimana implementasinya. 
Tinjauan pustaka yang kedua adalah Jurnal oleh Zismeda Taruna 
Mahasiswi Program Studi Kebijakan Pendidikan, Jurusan Filsafat dan 
Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok Di SMA Gadjah Mada Yogyakarta. Kesamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi kebijakan 
pemerintah tentang kawasan tanpa rokok di Yogyakarta. Perbedaan 
dengan penelitian ini adalah Zismeda menggunakan metode penelitian 
kualitatif naturalistik yang dilakukan dalam suatu yang alami sesuai 
dengan keadaan sebenarnya, sedangkan penelitian ini menggunakan 
metode penilitian kualitatif diskriptif menggambarkan dan menyajikan 
fakta secara sistematis. Perbedaan lainnya adalah penggunaan pendekatan 
dalam implementasi kebijakan. Zismeda menggunakan pendekatan 
implementasi Charles O. Jones sedangkan penelitian ini menggunakan 
pendekatan George Charles Edwards III. 
 
 
 
C. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka berfikir Penelitian 
 
Pada penelitian ini, yang menjadi input dari kerangka berpikir 
adalah Kebijakan Pemerintah. Kemudian proses penelitiannya 
menganalisis implementasi kebijakan tentang iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok dengan kualitatif diskriptif dan model pendekatan 
implementasi kebijakan Edwards III melihat implementasi kebijakan dari 
segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
Kemudian dari proses tersebut menghasilkan adanya kawasan tanpa 
rokok dan pesan sosial seperti yang telah digambarkan dalam iklan 
layanan masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang 
Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif. Metode penelitian 
kualitatif sering kali disebut “metode penelitian naturalistik” ini 
dikarenakan penelitiannya dilakukan  pada kondisi alamiah. Metode 
penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang 
digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah 
tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis 
(Andi, 2012: 24). 
Kualitatif diskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 
dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal naskah 
wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi catatan dan dokumen 
resmi lainnya (Moleong, 2007: 11). Penelitian ini digolongkan sebagai 
penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menyajikan fakta secara 
sistematik bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta 
tentang sosialisasi iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok. 
B. Setting Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan kota 
Yogyakarta yang berlamat di jalan Kenari No. 56, Muja Muju, 
 
 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 
April – Mei tahun 2017. 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah individu yang terlibat dalam sebuah penelitian 
dimana datanya akan dikumpulkan. Menurut Moleong, Subjek 
penelitian adalah informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan 
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi 
atau tempat) penelitian (Andi, 2012: 195). Dalam penelitian ini 
subjeknya adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota 
Yogyakarta yaitu Kepala Sie Promosi, Publikasi dan Kemitraan 
Informasi Ibu Tutiek Susiatun, SPT dan Dinas Kesehatan Kota 
Yogyakarta yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Bapak Tri 
Mardoyo,. SKN sebagai key informan. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti, dalam hal ini 
peneliti meneliti implementasi kebijakan pemerintah tentang kawasan 
tanpa rokok, bagaimana merokok secara bijak seperti dalam iklan 
layanan masyarakat. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi 
penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, 
baik yang terstruktur maupun tidak, terdokumentasi, materi-materi visual, 
 
 
serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi 
(Creswell, 2016: 253). 
a. Wawancara/Interview 
Menurut Sugiyono wawacara adalah pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Andi, 2012: 212). 
Peneliti dapat melakukan wawancara secara face to face atau 
mewawancarai melalui telepon kepada pihak-pihak yang terkait 
penelitian. Dalam kaitannya peneliti mewawancarai, Kepala Sie 
Promosi, Publikasi dan Kemitraan Informasi Ibu Tutiek Susiatun, SPT 
dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat Bapak Tri Mardoyo,. SKN. Aspek yang akan digali yaitu 
tentang implementasi kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok yang 
disampaikan melalui iklan layanan masyarakat. 
b. Observasi 
Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan 
mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian 
(Creswell, 2016: 254). Observasi dalam penelitian ini adalah 
melakukan pengamatan di tempat-tempat yang termasuk kawasan 
tanpa rokok. Mengamati secara langsung implementasi kebijakan 
pemerintah tentang kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta. 
c. Dokumentasi 
 
 
Materi ini berupa video, audio, peraturan perundang-undangan dan 
sebagainya. Kegunaan dokumentasi adalah sebagai pelengkap dari 
metode wawacara, menjadikan hasil penelitian lebih kredibel (dapat 
dipercaya) dan dokumen sebagai sumber penelitian. 
D. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti (Andi, 2012: 238). 
Tahapan analisis data berguna untuk mencari, menata dan merumuskan 
kesimpulan secara sistematis dari hasil wawacara dan dokumentasi.  
Penelitian ini menggnuakan model analisis interaktif Miles dan 
Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut (Andi, 2012: 242-249); 
 
Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. 
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a. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, saat penelitian 
hingga akhir penelitian. Pengumpulan data yang digunakan peniliti 
adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
b. Reduksi Data 
Reduksi data proses pemulihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul  dari 
catatan yang tertulis di lapangan. Dari hasil penelitian tersebut 
kekmudian peneliti mengelompokan data sesuai dengan aspek yang 
diteliti. 
c. Penyajian Data 
Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan keputusan. Penyajian data sering digunakan yaitu berupa 
teks yang bersifat naratif. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah 
dalam melakukan pengambilan keputusan. 
d. Menarik Kesimpulan 
Langkah ke empat ini, mulai mencari arti benda, mencatat keteraturan, 
pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan 
proposisi. 
E. Teknik Keabsahan Data 
Setelah data dianalisis dan mendapatkan kesimpulan, langkah 
berikutnya peneliti akan melakukan uji validitas yang merupakan upaya 
 
 
pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan 
prosedur tertentu. Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi 
sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat. 
Teknik pengecekan yang dilakukan dengan memeriksa data dari beberapa 
sumber lain. Dengan menanyakan hal yang sama pada sumber yang 
berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi triangulasi sumbernya adalah 
mas Nanang (staf Dinas Kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat), 
Priyono (ketua RW Semaki), Sugito (masyarakat di RS Bathesda), Rosa 
(Masyarakat di Dinas Perizinan), Mila (masyarakat di Masjid Sapen) dan 
Ifah (Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga). 
  
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Kota Yogyakarta 
1. Sejarah Kota Yogyakarta 
Nama Yogyakarta diambil dari dua kata yaitu Ayogya atau 
Ayodhya yang berarti “kedamaian”, sedangkan Karta yang berarti 
“baik”. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan dari 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta menjadi kota terbesar 
nomor 3 di wilayah pulau Jawa bagian selatan. Kota Yogyakarta 
merupakan kediaman bagi Sultan Hamengkubowono dan Adipati Paku 
Alam. 
Berdirinya kota Yogyakarta berawal dari adanya perjnjian Gianti 
pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani kompeni Belanda di 
bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur 
Jendral Jacob Mossel. Isi dari perjanjian Gianti adalah Negara Mataram 
dibagi dua yaitu setengah masih menjadi hak kerajaan Surakarta dan 
setengah lagi menjadi hak pangeran Mangkubumi. 
(www.jogjakota.go.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2017). Dalam 
perjanjian tersebut Mangkubumi diakui sebagai raja. 
Daerah yang menjadi kekuasannya adalah Mataram (Yogyakarta), 
Sukowati, Pojong, Bagelen, Bumigede, Kedu dan ditambah dengan 
daerah Madiun, Cirebon, Magetan, Separuh Pacitan, Kalangbret, 
 
 
Kartasura, Sela, Ngawen, Wonosari, Kuwu dan Grobogan. Selesai 
dengan pembagian daerah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan 
Hamengku Buwono 1 segera menetapkan daerah Mataram yang berada 
dalam kekuasaannya diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan 
pada 13 Maret 1755. 
Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ialah 
hutan yang telah ada sebuah desa bernama Pachetokan, disana terdapat 
pesanggrahan dinamai Garjitowati kemudian diubah menjadi Ayodya. 
Kemudian hutan tersebut dibabad habis untuk didirikan Kraton. 
Pada tanggal 07 Oktober 1756, Sultan Hamengku Buwono 
menetap di Kraton yang telah selesai dibuat setelah satu tahun 
pembangunan. Kota Yogyakarta dibagun pada tahun 1755, bersamaan 
dengan pembangunan Kraton. Sesudah proklamasi Kemerdekaan, Sri 
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII 
menerima pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur 
Propinsi DIY. 
Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kesultanan dan 
Pakualaman menjadi kota Praja atau kota Otonom  setelah lahirnya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan 
bahwa Kabupaten kota Yogyakarta meliputi wilayah kesultanan. 
Pakualaman serta beberapa daerah Bantul yang sekarang menjadi 
Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang 
 
 
berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (www.jogjakota.go.id, 
diakses pada tanggal 16 Mei 2017). 
Walikota Yogyakarta pertama yaitu Ir. Moh Enoh mengalami 
kesulitan karena wilayah tersebut merupakan bagian dari DIY dan 
statusnya belum dilepas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948 tentang pokok pemerintahan daerah, disebutkan bahwa Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai tingkat I dan Kota Yogyakarta sebagai 
tingkat II yang menjadi bagian dari DIY. 
Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI dikeluarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, 
DIY merupakan Propinsi yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan 
sebutan Gubernur kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak 
terikat dengan masa jabatan dan pengangkatan berbeda dengan yang 
lainnya. Sedangkan kotamadya Yogyakarta merupakan daerah tingkat II 
yang pimpin dengan walikota kepala daerah, terikat oleh ketentuan 
dengan masa jabatan dan pemilihannya sama seperti kota lainnya. 
Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk 
menyelenggarakan pemerintah daerah secara otonom semakin 
mengemuka maka keluarlah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan dalam 
menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung 
jawab (www.jogjakota.go.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2017). 
 
 
Sesuai dengan Undang-undang maka sebutan Kotamadya 
Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta, untuk kepala daerahnya 
adalah walikota Yogyakarta. Walikota Yogyakarta pernah berganti 
sebanyak 9 kali. Sekarang walikota Yogyakarta dijabat oleh Sulistyo 
yang dilantik pada 23 Mei 2017. 
Salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia ini lahir atau 
didirikan di kota Yogyakarta yaitu organisasi Muhamadiyah yang 
didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Kota Yogykarta memiliki 
semboyan yaitu Mangayu Hayuning Bawana yang artinya cita-cita 
untuk menyempurnakan masyarakat. Sedangkan untuk slogan kota 
Yogyakarta adalah Berhati Nyaman (Bersih, Sehat, Asri dan Nyaman). 
Kota Yogyakarta dikenal dengan sebutan kota pelajar, karena 
hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar. Banyak orang dari 
luar kota sampai luar negeri tertarik untuk menimba ilmu di kota pelajar 
tersebut. Ada sekitar 137 perguruan tinggi di kota Yogyakarta, 
perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintahan ada 5 yaitu 
Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. 
2. Geografis Kota Yogyakarta 
a) Batas Wilayah 
Kota Yogyakarta menjadi ibu kota dari Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang 
 
 
berstatus Kota disamping dengan empat daerah lainnya yang 
berstatus Kabupaten. 
Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan 
memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
 
Tabel. 1 
Batas Wilayah kota Yogyakarta 
Arah Batas Wilayah 
Sebelah Utara Kabupaten Sleman 
Sebelah Timur Kabupaten Bantul – Sleman 
Sebelah Selatan Kabupaten Bantul 
Sebelah Barat Kabupaten Bantul – Sleman 
Sumber : web resmi kota Yogyakarta www.jogjakota.go.id 
 
Wilayah kota Yogyakarta terbentang antara 110º 24ʹ 19ʹʹ sampai 
110º 28ʹ 53ʹʹ Bujur Timur dan 7º 15ʹ 24ʹʹ sampai 7º 49ʹ 26ʹʹ Lintang 
Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter diatas permukaan laut 
(www.jogjakota.go.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2017). 
b) Keadaan Alam 
Secara garis besar kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dari 
Barat ke Timur relatif datar dan dari Utara sampai ke Selatan 
memiliki kemiringan ± 1 derajat. Kota Yogyakarta, daerahnya 
terletak di lembah tiga sungai yaitu sungai Winongo, sungai Code 
(sungai Code adalah sungai yang membelah kota Yogyakarta 
 
 
menjadi 2), dan sungai Gajah Wong. Kota Yogyakarta terletak pada 
jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang dan 65 KM dari 
Surakarta. 
c) Luas wilayah 
Luas wilayah kota Yogyakarta tersempit dibandingkan dengan 
daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari 
luas wilayah Propinsi DIY. Luas tanah 3.250 Hektar terbagi menjadi 
24 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT serta dengan 
populasi 428,626 jiwa (menurut data SIAK pada tahun 2013) dengan 
kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km². 
d) Tipe Tanah 
Kondisi tanah kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan 
ditanami berbagai macam tanaman pertanian perdagangan. Hal ini 
disebakan oleh letaknya kota Yogyakarta berdekatan dengan lereng 
gunung Merapi. Tanahnya mengandung tanah regosol atau tanah 
vulkanis muda. Seiring pesatnya perkembangan perkotaan dan 
pemukiman yang pesat, lahan pertanian kota Yogyakarta setiap 
tahunnya mengalami penyusutan. 
e) Iklim 
Tipe iklim kota Yogyakarta “AM dan AW”, dengan surah hujan 
rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan. Suhu rata-rata 27,2ºC 
dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup 
angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan 
 
 
arah 220º, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara 
(www.jogjakota.go.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2017). 
f) Demografi 
Demografi adalah pertumbuhan penduduk dari suatu daerah. 
Pertambahan penduduk kota Yogyakarta dari tahun ke tahun 
mengalami kenaikan cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah 
penduduk kota 490.433 jiwa dan data pada akhir Juli tahun 2000 
tercatat 493.903 jiwa. Sedangkan pada sensus penduduk tahun 2010 
388.088 jiwa mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2012 
mengalami kenaikan yaitu 636.660 jiwa. 
3. Visi dan Misi Kota Yogyakarta 
a. Visi Kota Yogyakarta 
Terwujudnya kota pendidikan berkualitas, berkarakteristik dan 
inklusif serta pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa 
yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan. 
b. Misi Kota Yogyakarta 
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih 
2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas 
3) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro 
Amarto 
4) Mewujudkan daya saing daerah yang kuat 
 
 
 
 
B. Sajian Data 
Kota Yogyakarta merupakan kota dengan banyak potensi dari 
berbagai sektor, dari wisata sampai hasil bumi. Kota Yogyakarta yang 
mempunyai slogan Berhati Nyaman yang ingin mewujudkan wilayah yang 
bersih, sehat, asri dan nyaman selalu berusaha membuat program atau 
peraturan yang dapat mewujudkan sisi slogan tersebut, karena hal itulah 
yang diinginkan oleh masyarakat kota Yogyakarta. 
Tidak hanya masyarakat kota Yogyakarta saja yang menginginkan 
lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi seluruh warga Indonesia. Maka 
dari itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang bisa 
membuat Indonesia menjadi negara yang bersih dan sehat. Salah satu 
kebijakan pemerintah adalah mengatur tentang rokok. Karena rokok 
merupakan salah satu penyebab utama berbagai penyakit dan lingkungan 
yang kotor. 
Jumlah perokok di kota Yogyakarta kian meningkat. Menurut data 
riset kesehatan dasar tahun 2013 dari Kementerian Kesehatan RI bahwa, 
jumlah perokok harian di DIY sebesar 21,2 persen setengahnya kontribusi 
dari kota Yogyakarta. Sekarang perokok dibawah umur 20 tahun semakin 
banyak, DIY menduduki no 4 di Indonesia. Angka tersebut bukanlah 
prestasi yang baik bagi kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari 
propinsi DIY. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan kepala bidang 
kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan kota Yogyakarta bapak Tri 
Mardoyo, yang mengatakan; 
 
 
“semakin banyaknya perokok dini, dari umur 5 tahun saja sudah 
merokok” (Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan 
masyarakat Dinas Kesehatan, Tri Mardoyo, SKN., 24 Mei 2017). 
 
Berangkat dari hal itulah pemerintah kota Yogyakarta membuat 
regulasi yang mengatur tentang rokok. Dari peraturan pemerintah no. 19 
tahun 2003 yang kemudian di sahkan melalui undang-undang no. 36 tahun 
2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib 
menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kemudian dibuatlah 
peraturan Gubernur DIY no. 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang 
Merokok. Setelah itu peraturan walikota no. 12 tahun 2015 tentang 
kawasan tanpa rokok yang saat itu walikota yang menjabat adalah Haryadi 
Suyuti. Pada tahun 2016 ada perubahan tentang peraturan walikota 
(Perwal)  no. 12 tahun 2015, dengan lahirnya peraturan walikota (Perwal)  
no. 17 tahun 2016 dan kemudian tahun 2017 secara resmi Peraturan 
Daerah (Perda) no. 2 disahkan oleh DPR dan Walikota Yogyakarta yang 
merupakan perwujudan dari peraturan pemerintah. 
Dengan adanya peraturan walikota kota Yogyakarta membuat 
langkah tegas dalam mewujudkan kota Yogyakarta lebih sehat dan 
menekan angka perokok agar mengalami penurunan. Pada dasarnya yang 
melatarbelakangi adanya regulasi kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta 
adalah masalah penyakit degeneratif (penyakit tidak menular) seperti 
jantung, stroke, hipertensi, kanker yang grafiknya tidak mengalami 
penurunan akan tetapi semakin naik. 
 
 
Berdasarkan wawancara pada tanggal 24 Mei 2017 dengan bapak 
Tri Mardoyo Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, menurut survey Dinas 
Kesehatan kota Yogyakarta, masyarakat kota Yogyakarta terpapar oleh 
asap rokok sebesar 70% dan 10 besar penyakit penyebab kematian di kota 
Yogyakarta adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok. 
Maka dari itu perlu adanya implementasi kawasan tanpa rokok di kota 
Yogyakarta untuk mengatasi masalah tersebut. 
Beberapa cara ditempuh untuk mengimplementasikan kebijakan 
pemerintah tentang kawasan tanpa rokok yang menetapkan 7 tempat 
sebagai kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat 
proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan 
umum, tempat kerja dan tempat umum. 7 tempat ini menjadi kawasan 
tanpa rokok di kota Yogyakarta, semua tempat tersebut sudah di 
implementasi adanya KTR. 
Implementator yakni pemerintah kota Yogyakarta, dalam 
mengimplementasikan kebijakan KTR dilihat dari sudut pandang yang 
terfokus pada tindakan penjabat dan instansi dilapangan untuk mencapai 
keberhasilan kebijakan tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan Wahab 
dalam Herabudin (2016: 115). Tindakan penjabat atau instansi Dinas 
kesehatan kota Yogyakarta untuk mencapai keberhasilan kebijakan 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Menurut 
Abdulsyani (2002: 58), sosialisasi secara langsung adalah secara tatap 
 
 
muka tanpa perantara. Sedangkan tidak langsung sosialisasi degan 
menggunakan media massa. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas-Puskesmas setiap daerah untuk 
disampaikan ke masyarakat, sosialisasi di tingkat kelurahan, sosialisasi di 
sekolah-sekolah, melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari 
semua sektor dan sosialisasi tidak langsung melalui media massa seperti 
iklan layanan masyarakat di televisi, reklame/ poster-poster dan stiker 
larangan merokok. 
Pemerintah daerah kota yogyakarta telah membangun beberapa 
fasilitas untuk perokok aktif agar tidak merokok di tempat umum, 
walaupun fasilitas ini belum sepenuhnya ada di setiap tempat yang 
seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok. Fasilitas ini berupa ruangan 
khusus yang ditempatkan di ruang terbuka untuk khusus orang yang mau 
merokok. 
Sosialisasi dengan melalui media massa yang menjangkau 
masyarakat luas adalah melalui media televisi. Sosialisasi ini merupakan 
sosialisasi secara tidak langsung, yakni  dengan cara membuat iklan 
layanan masyarakat berupa video berdurasi pendek yang bisa menarik 
minat masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat tentang 
kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok serta bisa memberikan 
gambaran kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok melalui media 
televisi. 
 
 
Dinas Kesehatan selaku pelakasana regulasi kebijakan kawasan 
tanpa rokok bekerjasama dengan instansi lain untuk membantu 
mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok melalui video. Maka 
dari itu Dinas komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta 
menjadi fasilitator untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang 
KTR dengan membuat video iklan layanan masyarakat kawasan tanpa 
rokok berdurasi 59 detik yang disiarkan di seluruh media televisi lokal 
Yogyakarta. 
Gambar 3. Captured Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok. 
 
Sumber: Kiky Marketing Adi TV 
 
Video iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok itu 
menampilkan setidaknya 12 scene untuk memberikan gambaran apa itu 
kawasan tanpa rokok dan merokok secara bijak. Pembuatan video ILM ini 
 
 
saat itu Diskominfo kota Yogyakarta masih dalam bagian humas yang 
memfasilitasi Dinkes kota Yogyakarta untuk mensosialisasikan Peraturan 
Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok, karena Dinkes tidak 
mengiklankannya melalui televisi atau video. 
Berdasarkan keterangan yang didapat melalui wawancara dengan 
ibu Tutiek Susiatun Kepala Sie Promosi, Publikasi dan Kemitraan 
Informasi dari Diskominfo kota Yogyakarta pada tanggal 04 Mei 2017, 
bahwa antara instansi Dinkes dan Diskominfo saling membagi tugas 
dalam langkah sosialisasi kebijakan pemerintah tentang KTR. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. 
Melalui video iklan layanan masyarakat tersebut dimaksudkan 
untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar mengatahui tentang 
kawasan tanpa rokok yang sudah di efektifkan di kota Yogyakarta sejak 01 
Oktober 2016 yang sebenarnya kebijakan ini akan diterapkan pada 01 
Maret 2016 tetapi mengalami penundaan. Penyebab tertundanya 
implementasi kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta karena ada 
beberapa hal yang belum masuk dalam peraturan dan masuk dalam 
pengecualian serta belum siapnya fasilitas-fasilitas untuk kawasan tanpa 
rokok. 
  
 
 
C. Analisis Data 
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang 
Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
Dalam upaya menangani masalah perokok aktif dan pasif di kota 
Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta mengambil sebuah langkah 
kebijakan untuk memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Yogyakarta. Tidak semua orang tahu apa itu kawasan tanpa rokok, 
maka ada sosialisasi yang diperlukan untuk menginformasikan tentang 
kebijakan yang sedang diterapkan di kota mereka. Implementasi 
kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok dapat melalui video iklan, 
hal ini untuk memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana 
merokok secara bijak. Implementasi kebijakan dalam sebuah iklan 
berdurasi pendek ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah 
kota Yogyakarta untuk mensosialisasikan sebuah peraturan baru secara 
tidak langsung melalui perantara media televisi. 
Dalam usaha pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sudah 
terbilang lama yakni sudah sejak tahun 2009 dengan keluarnya UU no 
36 tahun 2009 tentang kesehatan kemudian terbit Peraturan Gubernur 
DIY no 42 tahun 2009 tentang kawasan dilarang merokok, maka sejak 
tahun 2010 sudah diterapkan adanya kawasan tanpa merokok. 
Kebijakan pemerintah ini termasuk jenis kebijakan regulatori, 
menurut Anderson yang dikutip oleh Herabudin dalam bukunya yaitu, 
kebijakan berupa pelarangan dan pembatasan perilaku individu atau 
 
 
kelompok. Sesuai dengan isi kebijakan tentang kawasan tanpa rokok 
yang melarang adanya merokok, jual beli, promosi tentang rokok. 
Akan tetapi kebijakan ini sosialisasinya dianggap kurang oleh 
masyarakat, karena banyak masyarakat Yogyakarta belum mengetahui 
adanya kawasan-kawasan tanpa rokok. 
Kota Yogyakarta mengeluarkan Perarturan Walikota no 12 tahun 
2015 yang saat itu Walikota Yogyakartanya adalah bapak Suyuti. 
Dalam tingkatan kebijakan pemerintah lingkup wilayah daerah  
kebijakan ini termasuk kebijakan umum dimana pemerintah daerah 
sebagai pelaksana yang berwenang dalam menetapkan kebijakan.  
Kebijakan pada lingkup daerah yaitu Perwal no 12 tahun 2015. 
Walikota Yogyakarta menerbitkan peraturan tersebut karena angka 
perokok di Yogyakarta sudah mulai mengkhawatirkan. Setelah Perwal 
diterbitkan sebagai landasan hukum secara adminitratif maka 
dilanjutkan untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
pemerintah yang tertuang dalam UU no 36 tahun 2009 pasal 115 ayat 1 
dan 2, yang mengharuskan semua daerah untuk memiliki peraturan 
yang mengatur adanya kawasan tanpa rokok di daerah masing-masing. 
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a) Dari segi komunikasi: Dinas Kesehatan bidang Kesehatan 
Masyarakat setelah terbit Perwal no 12 tahun 2015 maka segera 
menyusun langkah sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi 
dimulai sejak tahun 2015 dengan bekerjasama Puskesmas dan 
tokoh masyarakat atau perangkat desa untuk mengajak masyarakat 
mengimplementasikan KTR agar tujuan dan sasaran kebijakan 
sesuai dengan harapan pemerintah kota Yogyakarta. Dinas 
Kesehatan juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk 
menyukseskan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, seperti 
bekerjasama dengan Dinas Kominfo kota Yogyakarta yang 
menjadi fasilitator untuk membantu sosialisasi Dinas Kesehatan 
yaitu dengan membuat video ILM. 
b) Dari segi sumber daya: sumber daya manusia untuk 
melaksanakan kebijakan sebenarnya sudah memadai dengan 
beberapa RW yang mendaftarkan diri sebagai RW tanpa asap 
rokok, akan tetapi beberapa masyarakat masih ada yang tidak 
menghiraukan aturan tersebut. Sumber daya dalam implementasi 
kebijakan pemerintah tentang KTR dari pengelola, pimpinan dan 
masyarakat yang berada di KTR. Jika ada yang melanggar, mereka 
yang akan memberikan peringatan. Walikota, Dinas Kesehatan dan 
perangkat desa yang mempunyai fungsi dalam urusan kesehatan 
melakukan pengawasan serta pembinaan KTR. Sumber daya 
fasilitas, pelaksanaan kebijakan KTR masih terkendala oleh 
 
 
pembangunan fasilitas ruang khusus merokok yang diwajibkan ada 
ditempat KTR, baru sekitar 15 ruang khsusus merokok yang sudah 
dibangun oleh Dinas Kesehatan dan akan terus dikembangkan. Hal 
ini juga terkendala oleh anggaran dana pemerintah itu sendiri. Dan 
kini pemerintah sedang membangun fasilitas ruang khusus 
merokok di lima titik yaitu kompleks balaikota Yogyakarta, daerah 
kecamatan keraton, Tegal Rejo dan Megangsan. Tanda dilarang 
merokok juga belum sepenuhnya ada setiap tempat KTR, hal ini 
sebenarnya sudah dikoordinasikan dengan pengelola atau pimpinan 
tempat KTR untuk memberikan tanda larangan merokok ditempat 
mereka. Sebagian besar tempat KTR sudah terpasang tanda 
dilarang merokok seperti di kompleks walikota kota Yogyakarta. 
c) Dari segi disposisi atau sikap: sikap pelaksana kebijakan 
bagaimana penerimaan dan penolakan dalam menyikapi kebijakan. 
Sasaran dari implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta 
tentang KTR ini adalah seluruh masyarakat kota Yogyakarta. ada 
beragam tanggapan, tapi sebagian besar masyarakat setuju dengan 
adanya KTR di kota Yogyakarta. masyarakat sekarang sadar 
bahwa perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif itu sendiri. 
d) Dari segi struktur birokrasi: Keberhasilan implementasi 
kebijakan diperlukan kerja sama dengan banyak orang atau banyak 
instansi. Mekanisme kerja untuk mengelola pelaksanaan sebuah 
kebijakan melibatkan lebih dari satu institusi. Seperti Diskominfo 
 
 
melaksanakan tugasnya untuk mempublikasikan kebijakan melalui 
beberapa media dan kemudian Dinkes melakukan pengawasan, 
pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sedangkan 
untuk pelaksana masyarakat dan seluruh penjabat pemerintahan. 
Dinkes melakukan survey di masyarakat tentang kesehatan 
mereka, apa yang dibutuhkan. Setelah itu baru dilaporkan kepada 
Walikota untuk segera diterbitkan peraturan kebijakan dengan 
disetujui DPR dan Walikota maka lahirlah kebijakan Perwal no 12 
tahun 2015. 
 
Implementator yakni pemerintah kota Yogyakarta, dalam 
mengimplementasikan kebijakan KTR dilihat dari sudut pandang yang 
terfokus pada tindakan penjabat dan instansi dilapangan untuk 
mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. Sesuai dengan yang 
disampaikan Wahab dalam Herabudin (2016: 115). Tindakan penjabat 
atau instansi Dinas kesehatan kota Yogyakarta untuk mencapai 
keberhasilan kebijakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Menurut 
Abdulsyani (2002: 58), sosialisasi secara langsung adalah secara tatap 
muka tanpa perantara. Sedangkan tidak langsung sosialisasi degan 
menggunakan media massa. Sosialisasi secara langsung yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas-Puskesmas setiap 
daerah untuk disampaikan ke masyarakat, sosialisasi di tingkat 
kelurahan, sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui SKPD (Satuan Kerja 
 
 
Perangkat Daerah) dari semua sektor dan sosialisasi tidak langsung 
melalui media massa seperti iklan layanan masyarakat di televisi, 
reklame/ poster-poster dan stiker larangan merokok. 
Sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan cara  face to face atau 
melalui lembaga pemerintah seperti Puskesmas, Universitas, restoran-
restoran dan lain sebagainya. Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu bidang Kesehatan Masyarakat 
karena kebijakan kawasan tanpa rokok berhubungan dengan 
masyarakat. Sosialisasi dengan media massa dilaksanakan oleh Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Persandian kota Yogyakarta, salah satu 
caranya dengan iklan layanan masyarakat berupa video. ILM yang 
sudah tidak asing bagi masyarakat ini dipilih sebagai salah satu cara 
ampuh untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kawasan 
tanpa rokok. Seperti dalam pernyataan bapak Tri Mardoyo dalam 
wawancaranya; 
“kita sudah melakukan semua, dah melakukan ditingkat –tingkat 
kelurahan sudah sekolah sudah kita ngundang hotel sudah, 
ngundang restoran sudah kemudian SKPD semua sektor sudah, 
semua sudah baik itu melalui televisi sudah, sudah kita lakukan” 
(Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinas 
Kesehatan, Tri Mardoyo, SKN., 24 Mei 2017). 
 
Sosialisasi secara langsung dengan tatap muka ke masyarakat 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Yogyakarta yaitu bekerjasama 
dengan puskesmas di wilayah kota Yogyakarta untuk 
mensosialisasikan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok di masing-
masing wilayahnya. 
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Menentukan tema ILM yang akan dibuat, tema ILM kawasan tanpa 
rokok kota Yogyakarta menggunakan unsur humor untuk memicu 
perhatian masyarakat dan simbol ekspresi serta tidak banyak kata 
didalamnya. Anggaran yang diperlukan untuk menyiarkan video ILM 
itu totalnya berjumlah 20.000.000.00. Media yang digunakan adalah 
media televisi dengan jangkauan lokal yakni hanya menjangkau 
wilayah Jogja dan sekitarnya. 
Proses perancangan konsep dan pemilihan tokoh berlangsung 
selama satu bulan yakni dari bulan September sampai Oktober. Ibu 
Tutiek juga manyampaikan bahwa pihaknya yaitu Diskominfo kota 
Yogyakarta menggunakan tokoh dari internal instansi untuk 
menghemat anggaran. Tokoh yang dipakai sebagian besar dari anggota 
Diskominfo kota Yogyakarta yang saat pembuatan iklan tersebut masih 
sebagai Humas dan menampilkan Walikota Yogyakarta Sulistiyo yang 
saat pembuatan iklan masih sebagai Plt Walikota Yogyakarta. Biaya 
produksi pembuatan iklan menghabiskan sekitar 10.000.000.00. Dalam 
iklan yang berdurasi 59 detik ini, menampilkan satu tokoh utama yang 
perannya sebagai perokok aktif dan beberapa pemeran pembantu yang 
berlatarbelakang pegawai perkantoran.  
ILM dibuat sesuai dengan isi kebijakan pemerintah tentang 
kawasan tanpa rokok yaitu tidak merokok di tempat kerja. Tempat 
kerja merupakan salah satu dari 7 kawasan tanpa rokok yang 
ditetapkan oleh pemerintah, jika kawasan itu ditetapkan sebagai 
 
 
kawasan tanpa rokok maka perlu di sediakan fasilitas ruangan khusus 
merokok serta tanda dilarang merokok ditempat itu . Sekarang ini 
Yogyakarta sedang dalam tahap untuk melengkapi fasilitas tersebut 
baik ruangan khusus dan tanda dilarang merokok, jadi belum semua 
kawasan tanpa rokok itu ada ruang khusus merokok dan tanda dilarang 
merokok.  
Sosialisasi tidak langsung tidak hanya melalui ILM yang disiarkan 
melalui televisi akan tetapi dengan menempelkan stiker-stiker larangan 
merokok di ketujuh kawasan tanpa rokok serta pembuatan pamflet, 
baliho, brosur dan lain-lain sebagai bentuk implementasi kebijakan 
kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta. 
 
Tabel 2. Salah Satu Bentuk Implementasi Kawasan Tanpa Rokok 
Di Kota Yogyakarta Secara Tidak Langsung 
No Tempat Keterangan 
1.  
Sumber: Data Primer 2017 
Fasilitas 
Kesehatan 
(RS. Bathesda 
Yogyakarta) 
Kawasan tanpa rokok diberlakukan 
pada fasilitas pelayanan kesehatan, 
contohnya rumah sakit Bathesda 
Yogyakarta, berdasarkan observasi 
peneliti salah satu rumah sakit di 
Yogyakarta itu telah memberikan 
larangan merokok di area rumah sakit 
dimulai dari pintu masuk rumah sakit, 
tempat parkir dan dalam gedung 
rumah sakit dengan memberikan 
 
 
tanda dilarang merokok seperti dalam 
gambar tersebut. Hampir semua 
fasilitas kesehatan atau pelayanan 
kesehatan sudah menerapkan adanya 
kawasan tanpa rokok. 
2.   
Sumber: Data Primer 2017 
Tempat 
Proses Belajar 
Mengajar 
Sebagian besar SD,SMP,SMA dan 
Perguruan tinggi di kota Yogyakarta 
sudah menerapkan kawasan tanpa 
rokok. seperti di UMY mereka sudah 
punya perturan rektor untuk mengatur 
adanya kawasan tanpa rokok di 
kampus mereka. Di UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta juga sudah 
diterapkan adanya KTR di ruang kelas 
mereka, walaupun beberapa 
mahasiswa masih melanggarnya. 
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7.   
 
 
Sumber: Peraturan Walikota No 
12 Tahun 2015 
Tempat 
Umum 
Tempat umum yang dimaksud adalah 
tempat wisata, tempat hiburan, hotel, 
restoran, kantin, halte, terminal 
angkutan umum dan stasiun kereta 
api. implementasi kawasan di tempat 
umum ini, benar-benar memerlukan 
kesadaran dari masyarakat, karena 
sebagian masyarakat masih saja 
melaggar peraturan ini. Setelah nanti 
diterapkannya Perda tentang kawasan 
tanpa rokok di kota Yogyakarta 
diharapkan bisa membuat masyarakat 
lebih mematuhi peraturan tersebut.  
Sumber: Hasil Observasi Pada Tanggal 04 Mei 2017 
  
 
 
2. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Melalui Iklan 
Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
 
a. Tujuan Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
Sosialisasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang kawasan 
tanpa rokok salah satunya dengan menggunakan video yang 
digolongkan sebagai iklan layanan masyarakat. Video yang dibuat 
oleh Diskominfo kota Yogyakarta di publikasikan sejak bulan 
November – Desember tahun 2016. 
Tujuan dibuatnya video iklan layanan masyarakat kawasan tanpa 
rokok ini untuk memberikan informasi dan gambaran kepada 
masyarakat tentang kebijakan pemerintah yaitu kawasan tanpa rokok 
bagaimana merokok secara bijak. Sasaran yang ditujukan adalah 
semua warga kota Yogyakarta untuk sadar akan pentingnya udara 
yang sehat dan lingkungan bersih. Kebijakan pemerintah kota 
Yogyakarta kawasan tanpa rokok ini, untuk mewujudkan Kota Jogja 
Sehat seperti motto dari kota Yogyakarta dan memulai Germas 
(Gerakan Masyarakat) untuk hidup sehat. Adanya kebijakan kawasan 
tanpa rokok dan ILM ini bukan untuk melarang orang merokok akan 
tetapi, lebih menyadarkan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk 
merokok secara bijak. 
Dinas Kesehatan menyampaikan tujuan di implementasikannya 
kebijakan kawasan tanpa rokok ini untuk mengurangi perokok dini 
dan harapannya bisa menekan angka perokok aktif di kota Yogyakarta 
 
 
agar turun, kemudian juga untuk mengurangi penyakit-penyakit yang 
berkaitan dengan masalah rokok dengan begitu usia penduduk kota 
Yogyakarta bisa lebih lama. 
b. Pesan Tayangan Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
Tema video ILM yang diusung oleh Diskominfo adalah tema 
imbauan atau anjuran untuk masyarakat untuk mengikutinya. Hal ini 
dijelaskan oleh Pujiyanto dalam bukunya Iklan Layanan Masyarakat, 
tema imbauan atau anjuran menggunakan kata yang sifatnya 
menghimbau masyarakat diterapkan dalam ILM kawasan tanpa rokok 
yaitu dengan menampilkan kata “lakukanlah” seperti dalam gambar 7. 
Tema ILM yang lebih menekankan contoh perilaku dan tidak 
menggurui seperti dalam tayangan adalah  iklan yang sesuai dengan 
karakter orang saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat sekarang ini 
adalah masyarakat yang pintar, mereka tidak suka hal-hal yang 
menggurui atau yang bersifat menghakimi. Hal ini di dukung oleh 
pernyataan dari ibu Tutiek yang mengatakan: 
“membuat iklan yang mudah dicerna, sekarang saya mengurangi 
bikin iklan nggak mau yang banyak menggurui. Masyarakat 
sebenarnya sudah pintar, Cuma kita ngingatin aja, tidak usah 
banyak tulisan, tidak usah banyak omongan jadi yang ditampilkan 
ekspresi”. (Wawancara dengan Kepala Sie Promosi, Publikasi & 
Kemitraan Informasi Dinas Komunikasi, informasi dan Persandian 
Kota, Tutiek Susiatun, SPT., 04 Mei 2017). 
 
Video ILM kawasan tanpa rokok itu menampilkan simbol-simbol 
untuk menginterprestasikan objek itu sesuai dengan pengalamannya. 
Simbol gelengan kepala yang dapat diartikan ketidak setujuan atas 
 
 
sesuatu. Seperti terlihat di Gambar 7. beberapa adegan hanya 
mengisyaratkan ketidak setujuan atas perbuatan seseorang dengan 
menggelengkan kepala. 
 
Gambar 7. Salah satu Scene yang menampilkan ekspresi tidak 
setuju karena akan ada yang merokok. 
 
Sumber: Diambil dai Kiky Marketing Adi TV 
Tema ILM kawasan tanpa rokok ini harus diesuaikan dengan 
konsepnya. Menurut Pujiyanto (2013: 85) klasifikasi tema 
berdasarkan fungsinya. Video ILM kawasan tanpa rokok dengan tema 
rasional dapat memberikan manfaat bagi yang menerima pesan, 
tanggapan yang positif dapat menyakinkan masyarakat. Dalam video 
kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan oleh Diskominfo ini juga 
menampilkan humor merupakan strategi untuk mencapai sasaran. 
Pesan pemerintah kota Yogyakarta yang ingin disampaikan melalui 
ILM kawasan tanpa rokok adalah imbauan atau anjuran, untuk 
mengajak masyarakat kota Yogyakarta untuk lebih bijak dalam 
merokok dengan merokok ditempat yang sudah ditentukan untuk 
kenyamanan bersama dan menciptakan lingkungan dan udara yang 
bersih untuk orang lain yang tidak merokok. 
 
 
Merokok secara bijak adalah dengan merokok diruangan khusus 
yang disana tidak terdapat anak-anak dan ibu hamil. Seperti yang 
disarakan oleh bapak Walikota Yogyakarta dalam ILM kawasan tanpa 
rokok. 
Gambar 8. Adegan bapak Walikota menunjukan tempat khusus 
untuk orang yang merokok. 
 
 
Sumber: Kiky Marketing Adi TV 
 
c. Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok dalam Media 
Televisi 
Iklan yang dipublikasikan melalui media televisi lebih efektif 
daripada media lainnya, karena sebagian masyarakat menghabiskan 
waktunya di depan televisi. Media televisi menjadi sarana sosialisasi 
dan publikasi dari pemerintah kota Yogyakarta. Media televisi 
merupakan media lini atas, komunikasinya menggunakan sewa media 
dan bersifat massal. ILM tentang kawasan tanpa rokok ini merupakan 
iklan lokal yang menjangkau hanya terbatas lokal daerah saja. 
Pemilihan media untuk mensosialisasikan iklan layanan masyarakat 
tentang kawasan tanpa rokok melalui media televisi lokal yang berada 
di Kota Yogyakarta atau dalam wilayah provinsi DIY. Hal ini 
dilakukan karena sasaran yang dituju adalah masyarakat kota 
 
 
Yogyakarta. Jadi pemilihan jangkauan siarnya hanya sekitar kota 
Yogyakarta dan DIY bahkan jangkauan siarnya bisa sampai Boyolali, 
Klaten dan Solo. 
Media televisi lokal yang dijadikan tempat publikasi dari ILM 
kawasan tanpa rokok milik Pemkot Yogyakarta adalah JogjaTV, 
TVRI Yogya, RBTV dan AdiTV. Yang ditayangkan serempak pada 
bulan November – Desember tahun 2016. Pemilihan media televisi 
hanya berdurasi pendek yaitu 59 detik saja, karena keterbatasan 
anggaran untuk mempublikasikan iklan tersebut. 
 
Gambar 9. Video Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa 
Rokok yang Ditayangkan Di AdiTV 
 
Sumber: Kiky Marketing AdiTV 
 
Adanya sosialisasi video ILM melalui media televisi dan sosialisasi 
secara langsung dari pelayanan kesehatan tentang kawasan tanpa 
rokok memberikan kontribusinya menyadarkan masyarakat untuk ikut 
gerakan masyarakat sehat (Germas) menjadi RW kawasan bebas asap 
rokok. Dari 614 RW yang ada di kota Yogyakarta pada tahun 2017 ini 
sudah ada 118 RW yang sudah mendaftarkan diri sebagai RW bebas 
asap rokok. RW yang mendaftar diri sebagai RW tanpa asap rokok 
 
 
sudah dimulai sejak tahun 2010, walaupun RW yang mendaftar tidak 
sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya ILM tentang kawasan tanpa 
rokok milik Pemerintah kota Yogyakarta. Ada sebagian karena 
mahasiswa yang sedang KKN disana atau dari pihak Puskesmas. 
 
Grafik 1. Kenaikan RW yang mendaftarkan diri sebagai RW tanpa 
asap rokok 
 
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (2017) 
 
Melihat grafik kenaikan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan 
diri sebagai RW tanpa asap rokok, sempat mengalami kenaikan tajam 
yaitu pada tahun 2015, pada tahun tersebut lahir Perwal no 12 tahun 
2015. Mungkin hal ini lah yang menjadi penyebab melonjaknya 
antusias itu. 
Salah satu RW di kelurahan Semaki yaitu RW 6 merupakan salah 
satu RW yang mendeklarasikan RW tanpa asap rokok. Langkah 
mendeklarasikan RW tanpa asap rokok yaitu, ketua RW 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RW TANPA ASAP ROKOK 2 1 5 4 4 56 35 7
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mengumpulkan beberapa pengurus RT untuk mengadakan 
kesepakatan bersama kemudian di saksikan dan tanda tangi bersama 
oleh ketua RT, RW, Lurah, Camat dan Puskesmas setempat. Deklarasi 
RW tanpa asap rokok adalah setiap rumah di RW tersebut harus 
terbebas dari asap rokok, jadi jika ingin merokok maka harus keluar 
rumah di ruang terbuka. Di setiap rumah ada sticker yang melarang 
merokok di dalam rumah. Tidak hanya di dalam rumah saja, ketika 
pertemuan warga dilarang merokok dalam forum tersebut. 
 
Gambar 10. Sticker yang terpasang di dalam rumah yang menjadi 
RW tanpa asap rokok. 
 
Sumber : Data Primer 2017 
  
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti 
uraikan pada bab sebelumnya, implementasi kebijakan pemerintah kota 
Yogyakarta tentang sosialisasi iklan layanan masyarakat kawasan tanpa 
rokok dapat disimpulkan bahwa kota Yogyakarta sudah melaksanakan 
kebijakan kawasan tanpa rokok. Pendekatan Implementasi yang 
mempengaruh berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan di lihat dari  
empat faktor: 
1. Dari segi komunikasi, Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan 
pelayanan kesehatan di daerah-daerah serta perangkat desa untuk bisa 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang KTR. 
2. Dari segi sumber daya, sumber daya manusia yang menjadi pengawas 
dan pembinaan akan pelaksanaan kebijakan ini adalah Walikota, 
Dinas Kesehatan, perangkat desa yang mempunyai fungsi dalam 
urusan kesehatan  seperti Puskemas. Sumber daya fasilitas seperti 
ruangan khusus merokok dan stiker tanda larangan merokok masih 
terus dikembangkan oleh pemeritah. 
3. Dari segi sikap pelaksana kebijakan sebagian besar masyarakat setuju 
dengan adanya KTR ini. Sebagian masyarakat masih enggan 
melaksanakan kebijakan itu karena belum siapnya fasilitas. 
 
 
4. Dari segi struktur birokrasi, diperlukan kerjasama yang baik dengan 
banyak orang dan instansi. 
Tindakan penjabat atau instansi Dinas kesehatan kota Yogyakarta 
untuk mencapai keberhasilan kebijakan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 
Secara langsung Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, 
Penjabat daerah seperti kelurahan, organisasi kesehatan lainnya untuk 
melakukan pertemuan dengan warga. Secara tidak langsung dengan baliho, 
pamflet, stiker larangan merokok dan Dinas kesehatan bekerjasama 
dengan instansi pemerintah lain untuk membantu sosialisasi melelui media 
massa televisi. Dinkes bekerjasama dengan Diskominfo kota Yogyakarta 
untuk membuatkan video ILM tentang kawasan tanpa rokok. Sosialisasi 
secara tidak langsung melalui iklan layanan masyarakat kawasan tanpa 
rokok yaitu melalui media televisi lokal yang jangkauan siarnya hanya di 
wilayah DIY, kota Yogyakarta, bahkan bisa sampai Boyolali, Klaten dan 
Surakarta. Sasaran yang dituju adalah masyarakat kota Yogyakarta. Media 
televisi lokal itu adalah JogjaTV, TVRI Yogya, RBTV dan AdiTV. Yang 
ditayangkan serempak pada bulan November – Desember tahun 2016. 
Dengan adanya sosialisasi tidak langsung dan sosialisasi secara 
langsung dari pelayanan kesehatan tentang kawasan tanpa rokok 
menyadarkan masyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat (Germas) 
menjadi RW kawasan bebas asap rokok. Dari 614 RW yang ada di kota 
 
 
Yogyakarta pada tahun 2017 ini sudah ada 118 RW yang sudah 
mendaftarkan diri sebagai RW bebas asap rokok. 
 
B. Saran 
Terdapat beberapa saran yang diusulkan dari kesimpulan diatas, yaitu: 
2. Akademis 
Dari hasil penelitian, peneliti inngin untuk penelitia yang selanjutnya 
agar bisa meneliti lebih mendalam dan mendetail tentang 
implementasi kebijakan melalui iklan video. 
3. Praktis 
Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk tambahan ilmu tentang 
periklanan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Serta 
masyarakat yang ingin tahu tentang sosialisasi sebuah kebijakan 
pemerintah dengan melalui media iklan video dan maksud tujuan dari 
adanya sebuah kebijakan yang diterapkan di masyarakat. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 
 
Interview Guide 
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Iklan 
Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
 
1. Apa yang melatarbelakangi penerapan kawasan tanpa rokok di 
kotaYogyakarta? 
2. Bagaimana proses sebuah kebijakan pemerintah pusat diterapkan di 
daerah? 
3. Apakah ada langkah khusus untuk menerapkan sebuah kebijakan 
pemerintah di daerah? 
4. Apakah sudah ada dampak pada masyarakat dari penerapan kebijakan 
pemerintah melalui iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok? 
5. Mengapa pemberlakuan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta sempat 
tertunda? 
6. Langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah kota untuk mewujudkan 
adanya kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta? 
7. Siapa saja sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan 
pemerintah kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta?  
8. Apakah perkembangan fasilitas untuk perokok sudah di kembangkan di 
kota Yogyakarta? 
9. Apa tujuan yang ingin dicapai pemerintah kota Yogyakarta dalam 
penerapan kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok? 
10. Apa harapan pemerintah kota Yogyakarta untuk masyarakatnya mengenai 
kawasan tanpa rokok ini? 
  
 
 
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Diskominfo Kota Yogyakarta 
 
Interview Guide 
Diskominfo Kota Yogyakarta 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Iklan 
Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
 
1. Kenapa memilih iklan sebagai salah satu media untuk mensosialisasikan 
kebijakan tentang kawasan tanpa rokok? 
2. Apa tema dari iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok yang dibuat 
oleh pemerintah kota? 
3. Apakah iklan layanan masyarakat dianggap efektif dalam 
mensosialisasikan sebuah kebijakan pemerintah berupa kawasan tanpa 
rokok di masyarakat? 
4. Apakah masyarakat mendukung adanya kebijakan pemerintah tentang 
kawasan tanpa rokok di daerahnya? 
5. Bagaimana sosialisasi kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam iklan 
layanan masyarakat kawasan tanpa rokok? 
6. Siapa saja sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan 
pemerintah kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta?  
7. Siapa saja yang ikut terlibat dalam pembuatan iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok? 
8. Dalam pembuatan iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok 
pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan pihak mana saja? 
9. Berapa biaya yang dihabiskan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok ini? 
10. Apakah setiap kebijakan pemerintah di sosialisasikan melalui iklan 
layanan masyarakat? 
11. Media tv lokal mana saja yang dijadikan tempat untuk mempublikasikan 
iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok? 
 
 
12. Apakah setiap kebijakan pemerintah di sosialisasikan melalui iklan 
layanan masyarakat? 
13. Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan tokoh untuk iklan layanan 
masyarakat? 
14. Apa tujuan yang ingin dicapai pemerintah kota Yogyakarta dalam 
penerapan kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok? 
15. Apa harapan pemerintah kota Yogyakarta untuk masyarakatnya mengenai 
kawasan tanpa rokok ini? 
  
 
 
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Masyarakat Kota Yogyakarta 
 
Interview Guide 
Masyarakat 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Iklan 
Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok 
 
1. Apakah anda mengetahui adanya kawasan tanpa rokok di Yogyakarta? 
2. Apakah anda setuju adanya kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa 
rokok? 
3. Menurut anda penerapan kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa 
rokok melalui media iklan efektif atau tidak? 
4. Apakah anda sudah pernah melihat iklan layanan masyarakat tentang 
kawasan tanpa rokok? 
5. Apakah langkah adanya kawasan tanpa rokok di Yogyakarta sudah 
diimbangi dengan fasilitas yang ada? 
6. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 
yang menerapkan adanya kawasan tanpa rokok di Yogyakarta? 
7. Apakah dengan adanya kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok dapat 
menjadikan masyarakat Yogyakarta menjadi lebih sehat? 
 
 
Lampiran 4. Transkrip Wawancara 
Transkrip Wawancara 
 
Narasumber  : Tutiek Susiatun, SPT 
Jabatan  : Kepala Sie Promosi, Publikasi & Kemitraan Informasi  
  Dinas Komunikasi, informasi dan Persandian Kota  
  Yogyakarta 
Tempat  : Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan   
  Persandian Kota Yogyakarta 
Waktu & Tanggal : 15.15 WIB/12 Mei 2017 
Pewawancara  : Andika Yunifar 
 
Pewawancara  : yang pertama itu, saya mau tahu nama lengkap ibu siapa  
 nggeh? 
Narasumber  : saya tulis aja 
Pewawancara :untuk pertanyaan yang pertama nggeh bu, apa yang  
melatarbelakangi tentang penerapan kawasan tanpa rokok 
di kota Yogyakarta sehingga tercetusnya iklan layanan 
masyarakat? 
Narasumber  : ini harusnya porsi dari Dinas Kesehatan 
Pewawancara  : ini Dinas Kesehatan bu? 
Narasumber :iya, latarbelakang kawasan tanpa rokok karena perda 
anunya pasti ada di Permenkes. Kita sebagai fasilitasi untuk 
sosialisasi tentang KTR. 
Pewawancara :kenapa memilih iklan sebagai salah satu media untuk 
mensosialisasikan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok? 
Narasumber :jadi untuk mensosialisasikan kebijakan tentang kawasan 
tanpa rokok ini, memang ada berbagai langkah yang kita 
lakukan. Dari Dinas Kesehatan, dengan sudah 
dikeluarkannya Perwal otomatis dia juga ada langkah 
 
 
sosialisasi langsung datang atau dia bisa mengundang 
perwakilan warga baik itu melalui LPMK atau apa, saya 
kurang tahu pasti. Pasti dia juga akan melakukan sosialisasi 
tapi lebih lewat ketatap muka kalau di Dinas Kesehatan. 
Nah kalau kami pada saat dalam pembuatan ini kita masih 
dalam bentuk bagian humas, kita memfasilitasi mereka 
untuk mengiklankan mengenai Perwal kawasan tanpa rokok 
yang juga pada saat kita buat iklannya itu sudah keluar 
Perda tentang kawasan tanpa rokok, tapi karena kebetulan 
di Dinas Kesehatan yang melalui iklan televisi nggak ada, 
sehingga kemudian kita bantu. Sedangkan kalau untuk yang 
di iklan luar ruang mereka ada otomatis mereka juga. 
Termasuk tulisan ini kawasan tanpa rokok yaitu sudah dari 
Dinas Kesehatan, jadi kita membagi untuk sosialisasi 
tentang kawasan tanpa rokok mana yang sudah dicover 
tidak akan kita cover, sehingga jangan sampai terjadi 
duplikasi anggaran. Karena kebetulan pada saat 2016 
kemaren, Dinas Kesehatan masih punya bidang promosi 
kesehatan masih ada, sehingga dia mempunyai anggaran 
juga untuk mempromosikan mengenai berbagai kebijakan 
di bidang Kesehatan. Namun jikalau ada yang belum 
tercover oleh mereka, kita bisa untuk membantu. Prinsipnya 
ya itu, jangan sampai ada duplikasi anggaran. 
Pewawancara :terus yang selanjutnya ibu, apakah iklan layanan 
masyarakat dianggap efektif dalam mensosialisasikan 
sebuah kebijakan pemerintah tentang KTR? 
Narasumber :nah, saya bisa bilang iya namun nanti lebih bagus 
dukungannya adalah jenengan bisa melihat grafik kenaikan 
dari eeee jumlah kampung yang mendeklarasikan bahwa 
dia sudah merupakan kampung kawasan bebas asap rokok. 
Pewawancara  :itu tadi, kalau data itu diperoleh dari dinas kesehatan. 
 
 
Narasumber :karena secara kita untuk apa ya, pengukuran iklan kepada 
masyarakat kita belum mampu untuk langsung, ooo untuk 
iklan ini apa iklan ini apa seperti survey exination kita 
masih belum bisa, belum sanggup untuk anggarannya. 
Sehingga kita baru, ooo kalau ada iklan ini terkait dengan 
program ini ooo bagaimana respon terkait dengan program 
ini di masyarakat, kalau respon masyarakat otomatis dari 
grafiknya naik oooo berarti iklan kita juga bisa kita 
persepsikan berhasil. 
Pewawancara :nahh...kalau untuk yang nomor 6 niki nggeh bu, apakah 
masyarakat mendukung adanya kebijakan pemerintah 
tentang kawasan tanpa rokok? 
Narasumber :bisa dibilang iya. Karena eee apa ya pencanangan atau 
deklarasi mengenai kampung kawasan bebas asap rokok 
bukan dari kita yang menyuruh masyarakat, bukan dari 
pemerintah masyarakat sendiri yang mendeklarasikan. 
Secara mandiri mereka yang mendeklarasikan sehingga itu 
berarti mereka secara sadar untuk mendukung kebijakan 
kita. 
Pewawancara :jadi respon dari masyarakatpun baik untuk menerima 
kebijakan ini.  
Kalau ini buk, apakah sudah ada dampak dari masyarakat 
tentang kawasan tanpa rokok melalui iklan itu bu? 
Narasumber :hampir sama ya dengan yang nomor lima nanti 
jawabannya. 
Pewawancara : nanti di Dinkes itu ya bu? 
Narasumber :hee’em. Lebih kepada bisa dilihat dari sekarangpun kalau 
kita dari internal dari kita saja jika, kalau ada rapat ataupun 
apa pasti mereka kalau tidak ada yang merokok pasti 
mereka segan. Dimana kalau ada yang anu, boleh ngerokok 
nggak?. Kalau enggak ya itu kita sudah tidak menyediakan 
 
 
asbak berarti ooohh...ini bukan tempat untuk merokok, 
mereka pasti akan menata sendiri. jikalau mereka ingin 
merokok pada saat rapat izin, keluar ngerokok seperti itu. 
Pewawancara :kalau nomer delapan ini? 
Narasumber :sosialisasi diterapkan di, sosialisasi kebijakan pemerintah 
yang diterapkan dalam iklan layanan masyarakat. 
Pewawancara :bagaimana sosialisasinya, maksudnya itu adalah eee 
sosialisasi kecuali dari iklan layanan masyarakat itu sudah 
apa saja gitu dari Diskominfo, apakah dari iklan brosur? 
Narasumber :iya enggak, nah semua itu kebetulan yang belum dibackup 
adalah iklan video, sehingga yang lainnya sudah di backup 
oleh Dinas Kesehatan. Jenengan bisa nanyak disana, sudah 
bisa bikin ini kemudian dari Dinas apa kalau dulu DPGAD 
sudah membuatkan ruang-ruang untuk, mungkin jenengan 
kalau parkir tadi lihat ada kotak-kotak itu ruang untuk 
merokok nah bisa seperti itu. 
Pewawancara :oke, terus siapa sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan 
ini? 
Narasumber :otomatis seluruh masyarakat kota Yogya, karena ada 7 ya 
yang merupakan kawasan tanpa rokok kan? 
Pewawancara :enggeh. 
 Kalau yang niki buk, siapa saja yang terlibat dalam 
pembuatan iklan layanan masyarakat kawasan tanpa rokok? 
Narasumber :kemaren bisa dilihat dari itu. 
Pewawancara :kalau nggak salah kata ibu menggunakan anggota internal 
saja untuk mengurangi biaya. 
Narasumber :untuk mengurangi anggaran saya menggunakan personel 
dari Dinas Kominfo kalau dulu humas dan pak pejabat 
walikota. 
 
 
Pewawancara :terus ini buk, dalam pembuatan iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok pemerintah kota itu bekerjasama 
dengan pihak mana saja? 
Narasumber :langsung dengan hanya pihak ketiga pembuat iklan saja. 
Pewawancara :itu seperti agen atau apa buk? 
Narasumber :seperti Eo ataupun production house lah istilahnya. 
Pewawancara :itu nama PH nya nopo enggeh buk? 
Narasumber :nama PH nya kemaren itu CV. Citra Wiwara. 
Pewawancara :berarti mereka yang apa itu mengkonsep atau apa? 
Narasumber :konsep kita yang bikin bareng-bareng, kita diskusikan 
seperti ini-seperti ini. Sehingga pada saat pembuatan konsep 
saya ikut ngawal. Jadinya modelnya kita tidak sepenuhnya 
kita serahkan ke PH namun kita tetep ikut mendampingi. 
Mulai dari konsep sampai take pengambilan gambar. 
Pewawancara :berapa lama itu buk untuk pembuatannya sendiri dari 
pembuatan konsep sampai di release iklan layanan 
masyarakat itu? 
Narasumber :eeee itu sempat kita karena kemaren bisa sebulanan sih, 
kalau untuk shootingnya hanya satu hari. 
Pewawancara :cepat sekali ya buk. 
Naasumber :hanya satu hari, bisa sebulan lah dari konsep, take 
kemudian terus editing. Ya mau Oktober saya bikin 
November desember saya udah langsung. 
Pewawancara :selanjutnya buk niki, apakah setiap kebijakan pemerintah 
itu disosialisasikan melalui iklan layanan masyarakat? 
Narasumber :tidak, karena anggaran keterbatasan anggaran kita, 
sehingga hanya ibaratnya hal-hal krusial saja yang kita 
sampaikan melalui iklan layanan masyarakat khususnya TV 
dan radio gitu. Untuk yang lain pasti ada Dinas setiap 
mereka mengeluarkan kebijakan baru, mereka pasti sudah 
menganggarkan untuk sosialisasi sendiri. jadi iklan itu 
 
 
hanya pendukung dari itu, dan karena anggarannya lumayan 
besar saya lebih kepada skala prioritas. Dalam satu tahun 
kemaren itu saya hanya membuat dua iklan tv dua iklan 
radio gitu aja, karena dari proses pembuatan juga dua itu 
udah 20 untuk penanyangan saja untuk satu kali tayang 
udah 200.000 dikalikan berapa kali tayang berapa kali 
televisi terus terang anggarannya memang besar, sehingga 
eee untuk iklan saja iklan layanan masyarakat sangat lebih 
memilih, karena selain di SKPD ada sosialisasi langsung 
biasanya sosialisasi langsung kalau di SKPD kan lewat 
tatap muka, kalau saya di humas atau di Diskominfo itu 
lewat media kalau kita banyak eee program acara kita di tv 
itu saya di TVRI saya ada satu dua acara, di Jogja tv ada 
satu acara di RBTV ada, jadinya tidak harus melalui iklan 
bisa lewat dialog. 
Pewawancara :jadi kayak program gitu ya buk? 
Narasumber  :betul dengan narasumber SKPD tersebut itu kan juga bisa, 
di radio juga ada sehingga tidak harus lewat iklan. 
Pewawancara :nah kalau untuk iklan layanan masyarakat ini 
disosialisasikan kalau menurut media televisi itu kemana 
saja itu ibuk yang KTR ini? 
Narasumber :apanya? tivinya? 
Pewawancara  :iya ibuk. 
Narasumber  :hampir semua. 
Pewawancara  :khusus di Jogja atau? 
Narasumber :khusus di Jogja, anggarannya enggak nyakup saya. 
Kemaren di TVRI Jogja, Jogja tv, kemudian Rbtv, Adi tv. 
Pewawancara  :jadi semua yang tivi lokal nggeh buk. 
Narasumber  :tivi lokal yang analog, saya tidak berbicara yang digital. 
Pewawancara  :enggeh buk. 
Untuk kriterianya tokohnya ibuk bagaimana? 
 
 
Narasumber  :nah itu nanti, itu tidak ada konsep mati yang kita emban 
apa yang kita ambil. Jadi nanti itu tokohnya siapa itu nanti 
jalan pada saat kita bikin konsep. Siapa kira-kira pas itu, 
nanti dari kita diskusi pada saat bikin seperti ini sinten buk 
kinten-kinten, kalau ini gimana. Dari diskusi itu kemudian 
konsep iklannya bagaimana baru kita bisa menetukan siapa 
yang pas gitu. 
Pewawancara  :jadi pas pra produksi ya buk itu untuk menetukan tokoh-
tokohnya itu. 
Apa tujuan yang ingin dicapai pemerintah kota Yogyakarta 
dalam penerapan kebijakan ini? 
Narasumber  :otomatis ditingkat nasional pun sudah ada skala gerakan 
masyarakat sehat atau Germas kalau tidak salah 2019 itu 
Jogja sehat, 2020 Indonesia sehat saya kurang tahu. Coba 
nanti di Dinas Kesehatan ada target Jogja sehat kemudian di 
tahun berikutnya Indonesia sehat. Itulah tahapan yang akan 
kita inginkan dari eee salah satunya kan kawasan tanpa 
rokok yang juga mendukung. Tujuannya lebih pada itu. 
Pewawancara  :mewujudkan Jogja sehat seperti kayak moto dari Pemkot 
Jogja sehat dan lingkungan Jogja bersih gitu. Sepertinya 
cukup wawancara pada hari ini ibu, terimakasih atas 
waktunya dan bantuannya ya buk. 
Narasumber :iya sama-sama mbak. 
 
 
Lampiran 5. Transkrip Wawancara 
Transkrip Wawancara 
Narasumber  : Tri Mardoyo, SKN 
Jabatan  : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan  
  Kota Yogyakarta 
Tempat  :iRuang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas  
  Kesehatan Kota Yogyakarta 
Waktu & Tanggal : 13.10 WIB/ 24 Mei 2017 
 
Pewawancara :sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu pak, 
nama saya Andika Yunifar kami dari IAIN Surakarta. 
Narasumber :Surakarta kok pewawancaraannya kesini? 
Pewawancara :karena saya juga tertarik dengan iklan layanan masyarakat 
kawasan tanpa rokok. 
Ini saya mau menanyakan tentang kebijakan pemerintah 
tentang kawasan tanpa rokok. untuk pertanyaan yang 
pertama apa yang melatarbelakangi adanya penerapan 
kawasan tanpa rokok di kota Yogya ini? 
Narasumber  :iya, mungkin lebih tepat apa yang melatarbelakangi adanya 
regulasi ya, kalau sudah regulasi baru penerapan. Jadi yang 
melatarbelakangi adalah bahwa masalah penyakit 
degeneratif ya, penyakit-penyakit tidak menular seperti 
jantung, penyakit eee DM, penyakit Hipertensi, penyakit 
stroke, eee kanker, grafiknya tidak mengalami penerunan 
tapi malah semakin naik ini kan ada apa. Nah salah satunya 
adalah penyebab salah satunya adalah kaitannya rokok dan 
rokok ini ternyata kita berdasarkan survey kami bahwa, 
masyarakat itu terpapar oleh asap rokok 70%. Terpapar ya 
bukan perokok, kemudian dari situ angka-angka penyakit 
tadi yang bahwa kematian di Yogyakarta ini 2015 2014 eee 
 
 
sepuluh besar itu disebabkan oleh penyakit-penyakit 
degeneratif dan eee penyakit yang berhubungan dengan 
masalah rokok contohnya aja kalau penyakit jantung, kalau 
kena penyakit jantung bapak merokok nggak mungkin 
dokter teruskan saja sidikit lagi nggak papa pasti dokter 
mangatakan berhenti pak. Kemudian baik penyakit 
hipertensi, di cek bapak merokok ya berhenti pak, berarti 
kan jelas itu ya tapi orang kadang-kadang pada mboten 
nopo-nopo kulo niku ngerokok ya gag papa kalau saat itu 
emang gag papa, tapi dalamnya kan nggak tahu ada secara 
gamblang aja orang nggak gosok gigi aja giginyaa kuning 
apalagi paru-paru yang terpapar oleh asap rokok akan 
mengerak hitam-hitam itu nanti ada mungkin sudah tau ya 
itu. Jadi dasarnya itu yang melatari itu, banyak penyakit itu. 
Dalam latar belakang kedua eeem masalah rokok itu sudah 
bukan kayak jaman dulu saya, umur umur 17 itu baru 
ngerokok tapi sekarang sudah turun 5 tahun sudah ada yang 
merokok. 
Pewawancara  :semakin dini gitu ya pak? 
Narasumber   :semakin banyak perokok dini nah ini kan gawat, sehingga 
inilah itulah salah satu yang melatarbelakangi perokok dini, 
penyakitnya sehingga perlu ada regulasi pengaturan bukan 
melarang ya sebetulnya diajak, tapi nek dikandani angel nek 
pomone nek saket itu jangan racun iku digowo dewelah tapi 
jangan disebar luaskan itulah. 
Pewawancara :terus untuk pertanyaan kedua itu, lebih tepatnya dari proses 
kebijakan pemerintah pusat tentang kesehatan ini itu 
bagaimana cara penerapannya di daerah? 
Narasumber :jadi kebijakan pusat itu sesuai dengan Undang-undang eee 
nomornya lupa saya 2009, 36 Undang-undang kesehatan 36 
tahun 2009 itukan setiap daerah harus mencanangkan 
 
 
kawasan tanpa rokok, nah harus buat eee wilayah kawasan 
tanpa rokok menetapkan kawasan tanpa rokok ini Undang-
undang. Kemudian diturunkan lagi ada Peraturan 
Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengendalian 
produk tembakau isinya kan gitu, bahwa eee setiap daerah 
wajib menetapkan kawasan tanpa rokok dengan peraturan 
daerah, jelas itu harus ada peraturan daerah. Apakah itu 
mudah? Kalau sudah ada Undang-undang sudah ada 
Peraturan Pemerintah woohh mudah, tidak orang masih 
berbelit-belit. Itu kan pusat yang ngomong ini daerah punya 
kebijakan lain punya aturan lain punya strategi lain, kita 
perlu sampaikan bahwa undang-undang yang resmi di 
adopsi oleh semuanya bukan orang pusat, nggak bisa orang 
pusat orang pusat nggak punya wilayah pusat punyanya 
negara Indonesia. Pertamanya sulit tapi kita tentunya punya 
strategi, orang sulit itu jangan kita masuk ke wilayah baik 
itu di MPK baik itu di pemerintahan maupun di DPR 
legislatifnya harus punya strategi. Apa itu strateginya, kita 
mengajak menggandeng yang digandeng siapa, 
menggandeng orang yang mendukung kita, menggandeng 
pendidikan perguruan tinggi, kalau yang ngomong itu tokoh 
masyarakat nanti kita ngomongnya begini kasih masukan-
masukan mungkin dia sendiri itu tanpa kasih tahu dia juga 
sudah tahu itulah dari situ membantu kita untuk promosi. 
Gol lah tahap pertama itu Perwal nomor 12 tahun 2015. 
Apakah itu cukup tidak, kan undang-undangnya 
peraturannya begini dengan peraturan daerah. Saya mau 
tanya dek, apa bedanya perwal sama peraturan daerah? 
Pewawancara :kalau perwal itu dari walikota ya pak? 
Narasumber :iya tau, peraturan daerah itu apa. Semua tanda tangannya 
walikota lho. 
 
 
Pewawancara :nggak tahu pak. 
Narasumber :kayak gini itu harus ngerti, namanya kebijakan itu ada 
kebijakan tertulis seperti peraturan, undang-undang ada 
perda harus tahu, perda itu apa perwal itu apa. Tak kasih ya, 
perda itu ada sanksinya jadi pidana perwal tidak ada sanksi 
pidana hanya sanksi administrasi, jadi kenapa dibuat perda 
nanti yang melanggar kena pidana kalau perwal tidak hanya 
kalau melanggar hanya administrasi berat mana 
administrasi atau pidana? 
Pewawancara :pidana pak. 
Terus itu ada beberapa pemberitaan tentang penundaan 
penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Yogya, itu 
kenapa ya pak? 
Narasumber :kalau penundaan itu perwal nomer 12 diubah menjadi 
nomer 17 2016 karena, ada yang belum masuk kesana 
contohnya tempat kerja pabrik rokok itu masuk KTR tidak?. 
Di KTR itu kan bunyinya kawasan tidak boleh merokok, 
tidak menjual rokok, tidak memproduksi rokok, kalau ada 
pabrik disitu boleh tidak dia bikin rokok, kalau di kawasan 
tanpa rokok boleh nggak dia menjual rokok. secara 
logikanya boleh nggak, nggak boleh tapi kan lucu mosok 
pabrik rokok nggak boleh produksi rokok, malah jadi pabrik 
sabun tha. Jadi ada tempat kerja yang menjadi 
pengecualian, kecuali pabrik yang menhasilkan rokok atau 
sejenisnya boleh ya, undang-undangnya KTR itu tidak 
boleh memproduksi rokok malah disitu, makanya 
dikecualikan. Itulah kenapa ada penundaan. 
Pewawancara :apakah sudah ada dampak pada masyarakat dalam 
penerapan kebijakan pemerintah melalui iklan layanan 
masyarakat? 
 
 
Narasumber :kalau dampaknya sih kita akan melihat nanti ya, dampak 
itu tidak mudah jadi lima tahun sepuluh tahun sekarang ini 
belum apa-apa. Sekarang ini kan ada Perda, gantinya perda 
nomor 2 tahun 2015 Perwal itu sekarang ndak ada tapi 
belum ganti Perda dan Perdanya belum, implementasinya 
tahun 2018 tanggal 30 Maret kalau nggak salah. Pertanyaan 
apa tadi dampaknya, dampaknya untuk penyakit harus 
dilihat jangkanya panjang tapi dampaknya terhadap animo 
masyarakat dukungan masyarakat ada contoh tahun 2009 
sebelum ada perwal itu yang wilayah menyatakan RW 
bebas asap rokok hanya 9. Tahun 2012 naik lagi menjadi 
berapa 10 20 kalau nggak salah, sekarang dengan adanya 
digulirkannya Perwal nomor 12 tahun 2015 kemudian 
dengan adanya Perda nomor tahun 2017 ini RW yang 
menyatakan saya akan mendeklarasikan RW bebas asap 
rokok itu sudah sekitar 125 sekarang ini jauh kan, itulah 
bedanya tapi apa penyakit nah ini nanti dampaknya 
penyakit itu kalau sudah kena kalau sekarang ya kerja bisa 
merokok, dah pernah merokok kemudian diterapkan Perda 
apa langsung penyakitnya sembuh kan nggak, tapi begitu 
diterapkan Perda kemudian nggak rokok isoh, tapi kalau itu 
penyakit itu nggak bisa. 
Pewawancara :siapa saja sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 
kawasan tanpa rokok dikota Yogya ini? 
Narasumber :sasarannya itu banyak ya, sasarannya 1 pelayanan 
kesehatan, pelayanan kesehatan itu dari Posyandu sampai 
dengan rumah sakit, apotik, toko obat, dokter praktek dan 
sebagainya kemudian pendidikan dari PAUD sampai 
dengan perguruan tinggi kemudian tempat kerja, tempat 
ibadah kemudian tempat penitipan anak, olahraga 
kemudian tempat bermain anak itu yang kita sasarannya 
 
 
kemudian yang saya kasih tau bahwa yang dari semua 
tempat-tempat tadi yang boleh ada tempat untuk merokok 
yang boleh ya, tapi nggak boleh sembarangan lho ini ada 
tempat-tempat untuk merokok kayak rumah-rumahan gitu 
lho mbak. Itu hanya ditempat kerja dan tempat-tempat 
umum tadi belum masuknya tempat-tempat umum 
angkutan umum termasuk. Kemudian disitu ada ketentuan-
ketentuan tidak merokok, boleh menjual belikan rokok, 
tidak boleh menyediakan rokok, tidak boleh memproduksi 
rokok oke. 
Pewawancara :langkah apa saja yang dibuat pemerintah kota untuk 
mewujudkan adanya kawasan tanpa rokok ini pak, jadi ada 
sosialisasi apa melalui berbagai media itu apa gitu pak? 
Narasumber :kita sudah melakukan semua, dah melakukan ditingkat –
tingkat kelurahan sudah sekolah sudah kita ngundang hotel 
sudah, ngundang restoran sudah kemudian SKPD semua 
sektor sudah, semua sudah baik itu melalui televisi sudah, 
sudah kita lakukan. 
Pewawancara :jadi hampir semua yang berhubungan dengan masyarakat 
sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini ya pak ya? 
Narasumber :sudah, semuanya sudah dilakukan  hanya untuk 
merubahnya susah, alaon-alon. 
Pewawancara :terus perkembangan fasilitas untuk para perokok ini, 
apakah sudah ada peningkatan jadi kayak area khusus 
merokok? 
Narasumber :sebelum kebijakan tempat merokok ya nggak ada, 
sekarang banyak sudah ada 15 an yang dibikin oleh kita 
tapi kalau nanti Perda itu diterapkan saya kira lebih banyak 
lagi. 
Pewawancara :sebenarnya Perda sudah diterapkan atau belum pak? 
 
 
Narasumber :kalau Perdanya belum Perwalnya sudah. Jadi lahirnya kan 
duluannya Perwal nomor 12 tahun 2015. 
Pewawancara :kalau Perda ini mau diterapkan kapan? 
Narasumber :Perda ini diterapkan sesuai Undang-Undangnya jadi, satu 
tahun jadi sekarang ini baru tahun-tahun sosialisasi. Tonton 
aja angkringan Jogja di TVRI ini salah satu sosialisasi. 
Pewawancara :terus ini apa tujuan yang ingin pemerintah kota Yogya 
dalam penerapan kebijakan pemerintah kawasan tanpa 
rokok? 
Narasumber :tujuannya untuk mencapai deretan kesehatan itu satu yang 
kedua, bahwa usia perokok pemula akan yang lima tahun 
itu harapannya nggak ada lagi, jadi orang akan sadar dan 
perokoknya juga akan semakin turun penyakit-penyakit 
akan turun kedepan. Penyakit-penyakit yang berkaitan 
dengan masalah ini ya rokok. 
Pewawancara :saya kira cukup itu saja wawancara hari ini saya 
mengucapkan banyak terimakasih. 
Narasumber :iya sama-sama. 
 
 
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Ketua RW Tanpa Asap Rokok 
Transkrip Wawancara 
Narasumber  : Priyono 
Jabatan  : Ketua RW 6 Kelurahan Semaki 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Tempat  :rRumah ketua RW 6 Kelurahan Semaki 
Waktu & Tanggal : 10.30 WIB/ 09 Juni 2017 
Pewawancara  : Andika Yunifar 
 
Narasumber :jadi gimana mbak? 
Pewawancara :saya mau tanya yang berkaitan tentang RW tanpa asap 
rokok. kenapa RW ini mencanangkan diri atau 
mendeklarasikan diri sebagai RW tanpa asap rokok? 
Narasumber :iya, sebenarnya kan efek dari perokok yang aktif itukan 
lebih membahayakan yang pasif, sehingga dalam 
pertemuan-pertemuan RT atau RW karena juga banyak ibu-
ibu dan yang putri-putri lah pokoknya itu. Kita melihat dari 
itu dari segi kesehatan jelas kuang baik dan oleh karena itu 
dulu dengan UGM tahun 2014 kalau nggak salah itu kita 
adakan sosialisasi berkaitan tentang bahaya merokok, 
termasuk dari Puskesmas, kesehatan semua kita datangkan. 
Akhirnya dengan step by step atau tingkat-tingkatan itu 
sosialisasi dan kita undang beberapa RT pengurusnya untuk 
kita ada kesepakatan bersama dari itulah muncul 
kesepakatan kalau bisa kita bebas asap rokok di dalam 
rumah, khususnya itu dalam rumah atau di dalam-di dalam 
pertemuan-pertemuan. Nah kalau di dalam pertemuan 
insyaAllah kalau di RW mbak dalam pertemuan itu 
memang sudah tidak ada yang merokok hasilnya, cuman 
yang perokok-perokok itu kan sulit untuk dikendaliin ya 
 
 
saya suruh kalau misalnya merokok pun posisi tidak di 
dalam rumah. 
Pewawancara :jadi yang paling penting itu di dalam rumah itu bersih. 
Narasumber :betul, jadi dari dalam rumah sendiri itu lah yang terpenting 
itu mbak, karena jangan sampai. Makanya ini kan sticker-
sticker ini kan banyak, dulu saya nyebar. Ada sticker-
sticker itu kita pola-polakan jangan sampai. Sekali lagi 
rumah yang ada balita khususnya. Itu jangan sampai ada. 
Nah ini memang sulit mbak untuk menghapus betul-betul 
itu sulit. 
Pewawancara :kalau untuk sosialisasinya dari apa saja? 
Narasumber :dari Puskesmas dari lembaga, malah dulu itu dari Tobacco 
dari UGM dari perusahaan itu, kelurahan, PKK nah itu kita 
libatkan. 
Pewawancara :jadi setiap rumah harus ada stickernya kayak gini ya pak? 
Narsumber :ada, dulu kita itu kita bagikan semua mbak. 
Pewawancara :jadi kayak pengingat ya.  
Narasumber :Tetapi sekali  lagi saya sampaikan, kita nggak percaya 
seng manis-manis jadi perokok itu memang berat, pas 
pertemuan kita ingatkan mbok jangan merokok terutama 
juga menjauh dari pak RT-RT dengan perokok berat itu. 
Pewawacara :kalau RW 6 ini kapan mendeklarasikannya ? 
Narasumber :2015, 2014 kalau nggak salah. 
Pewawancara :apakah dari tahun 2014 sampai tahun 2017 ini ada 
peningkatan pak? Jadi kayak sekarang sudah tidak banyak 
yang merokok di dalam rumah. 
Narasumber :kalau pengurangan jelas dan perokok itupun berkurang. 
Berkurang itu dari segi misale kayak saya dulu perokok 
sekarang jadi nggak ada temen lagi yang sudah duda kan 
gitu. Kalau di RW 6 itu bisa di kalkulasi perokok sama 
 
 
yang tidak itu kebanyakan tidak perokok, kalau 
kalkulasinya lho karena kita potret juga sebenarnya. 
Pewawancara :jadi untuk RW 6 itu tidak menyediakan khusus ya pak, 
tempat untuk merokok gitu? 
Narasumber :enggak, enggak bisa, nggak ada lahan mbak. Dikot itu 
sulitnya disitu  mbak. 
Pewawancara :kalau RW 6 niki ada berapa RT enggeh pak? 
Narasumber :ada 4, (17, 18, 19, 20). 
Pewawancara :dengan warganya pak? Jadi warga untuk RW 6 itu ada 
berapa? 
Narasumber :kalau ditotal, ini ada disini. Kalau dikota itu 
kependudukannya disini tetapi domisilinya diluar. mislanya 
kayak di RT 18 ini ya ada sekitar 46 KK. Ada yang udah 
pindah, ada yang merantau. 
Pewawancara :alhamdulillah, ini sudah cukup pak. Terimakasih atas 
datanya ya pak. 
Narasumber :iya mbak sama-sama. 
  
 
 
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Masyarakat di Kawasan Tanpa Asap Rokok 
 
Transkrip Wawancara 
Narasumber  : Sugito 
Pekerjaan  : Purna 
Tempat  : Rumah sakit Bathesda Yogyakarta 
Waktu & Tanggal : 10.30 WIB/ 12 Mei 2017 
Pewawancara  : Andika Yunifar 
 
Pewawancara  :saya mau menanyakan bapak ini siapa? 
Narasumber  :Sugito 
Pewawancara  :pekerjaan bapak? 
Narasumber  :saya Purna 
Pewawancara  :disini bapak sedang? 
Narasumber  :mengantar 
Pewawancara  :bapak mengetahui tidak aturan kawasan tanpa rokok? 
Narasumber  :tahu 
Pewawancara  :di Yogya niki nggeh pak? 
Narasumber  :iya 
Pewawancara :terus menurut bapak, bapak setuju tidak adanya kawasan 
tanpa rokok di Yogyakarta pak? 
Narasumber :iya memang, karena saya juga perokok ya mbak, perokok 
berat itu. Yang ngerokok kita harus juga menyadari kalau 
disini untuk orang sakit dan kesehatan ya kita keluar, kita 
menghindarlah. Kita sedikit istilahe wong jowo sitik edeng. 
Pewawancara  :saling menghormati? 
Narasumber  :iya saling menghormati. 
Pewawancara  :terus kalau menurut bapak, kayak iklan gitu diterapkan 
dalam sosialisasi kawasan tanpa rokok itu tepat tidak pak? 
Narasumber  :kalau dalam siaran itu anu ya, menurut saya kurang tepat 
ya mbak kalau siaran. Soalnya kalau orang perokok itu 
 
 
tidak mau tahu soalnya kebanyakan orang tidak mau tahu 
lho mbak. Saya sendiri pun juga begitu ya udah. 
Pewawancara :jadi Cuma sekilas aja gitu ya pak ya? 
Narasumber :iya sekilas, ya artinya sosialisasinya langsung terjun ke 
masyarakat itu lebih efektif. 
Pewawancara  :menurut bapak dengan penerapan kawasan tanpa rokok ini 
sudah ada fasilitas belum pak? 
Narasumber :kalau fasilitas ini untuk setiap area-area untuk merokok itu, 
tidak ada kalau disini. Kalau hendak merokok ya harus 
diluar pagar ini. 
Pewawancara :jadi untuk Bathesda ini tidak memfasilitasi? 
Narasumber :kalau merokok ya harus diluar pagar. 
Pewawancara :tapi kalau untuk diluar rumah sakit pak, seperti di tempat 
wisata kayak gitu? 
Narasumber :kalau tempat wisata rumah makan itu ada yang rumah 
makan disitu ada yang ber AC, kalau yang ber AC juga 
tidak merokok ya. Tapi untuk yang diluar tempat itu juga 
ada yang merokok seperti itu. 
Pewawancara :terus untuk tingkat kesadaran masyarakat tentang 
kebijakan kawasan tanpa rokok ini menurut bapak sudah 
ada belum pak, tingkat kesadarannya pak? 
Narasumber :nah itu sulit itu mbak, karena apa kita bukan disini kalau 
sudah istilahnya tidak merokok ya mbak itu nggak bisa 
untuk langsung menerapkan. Kalau seperti saya, saya kan 
perokok berat. Saya satu hari gini kalau ndak pergi ndak 
jalan, tapi kalau saya jalan lebih saya tidak merokok. 
Pewawancara :tapi kawasan tanpa merokok itu kan bukan untuk melarang 
ya pak, lebih kayak menganjurkan gimana merokok secara 
bijak jadi tempatnya kayak gitu. 
Narasumber :sebetulnya juga ini pemerintah itu kan mau menghilangkan 
orang perokok. Sebetulnya perokok hilang yang rugi juga 
 
 
petani mbak, karena pemerintah sendiri tidak menyadari 
bahwa yang paling banyak itu adalah cukai rokok 
sebetulnya lho mbak. Karena saya tahu juga seperti itu 
karena saya juga dari Dinas Perkebunan dulu. 
Pewawancara :jadi sedikit-sedikit tahu ya pak? 
Narasumber :iya saya tahu. 
Pewawancara :nah terus pak, apakah adanya kebijakan kawasan tanpa 
rokok ini dapat menjadikan masyarakat Yogyakarta itu 
lebih sehat, jadi tidak hanya yang perokok tapi juga yang 
tidak merokok itu pak. 
Narasumber :kalau itu gimana ya mbak, kalau seperti itu kan kita nggak 
anu ya kesehatan Jogja itu sebetulnya juga sudah bagus ya, 
tapi kalau untuk perokok seandainya di jalan kan kita nggak 
boleh merokok itu sebetulnya itu tidak efektif karena kita 
dijalan. Sebetulnya memang kita yang merokok dengan 
yang kena hisap rokok itu lebih parah dari yang kena hisap 
rokok. juga menyadari, sebetulnya saya pun dengan anak 
saya perempuan itu aja ngopo tukoke rokok barang rak sah 
ngrokok, tapi kan saya nggak bisa untuk menghilangkan itu 
kan nggak bisa. 
Pewawancara :memang sedikit sulit nggeh pak kalau sudah kecanduan. 
Narasumber :sulit-sulit, karena gimana ya mbak saya nggak makan 
dengan tidak merokok saya lebih baik tidak makan. 
Pewawancara :baiklah bapak. Terimakasih atas waktunya dan 
informasinya serta kesediannya membantu saya. 
Narasumber :iya mbak sama-sama. 
 
 
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Masyarakat di Kawasan Tanpa Asap Rokok 
 
Transkrip Wawancara 
Narasumber  : Mila Jamila 
Pekerjaan  : Penjual Minuman 
Tempat  : Masjid Safinatun Najah Sapen 
Waktu & Tanggal : 18.15 WIB/ 12 Mei 2017 
Pewawancara  : Andika Yunifar 
 
Pewawancara :sudah tahu iklan layanan masyarakat tentang kawasan 
tanpa merokok? 
Narasumber  :belum, maksutnya iklan gimana? 
Pewawancara  :iya iklan kayak banner atau videotron gitu? 
Narasumber :tidak tahu 
Pewawancara :menurut mbak nih ya, setuju nggak ada kawasan tanpa 
rokok di kota Yogyakarta? 
Narasumber :kalau saya setuju aja, soalnya saya orang yang nggak suka 
asap rokok. 
Pewawancara :terus menurut embak ni ya, efektif mana sih sosialisasi 
lewat iklan video atau iklan banner? 
Narasumber :yang video. 
Pewawancara :kenapa? 
Narasumber :ya kayak ngeliatin gambaran gitu, ada gambarnya jadi 
ngliatin entar dampaknya gimana, daripada Cuma tulisan 
doang. 
Pewawancara :embak tau nggak ada berapa aja kawasan tanpa rokok itu? 
Narasumber :belum tahu, paling mall, masjid. 
Pewawancara :jadi untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah 
untuk perokok itu juga belum tahu mba? 
Narasumber :belum-belum tahu. 
 
 
Pewawancara :menurut embak nih ya, kesadaran masyarakat atas kawasan 
tanpa rokok itu gimana mbak? 
Narasumber :masih kurang, masih merokok sembarangan, masih 
menuruti egonya. 
Pewawancara :mbak sering lihat nggak ada yang merokok didalem 
mesjid? 
Narasumber :belum pernah. Soalnya ini juga kawasan SD kan jadi 
mungkin sadar. 
Pewawancara :baik mbak, terimakasih atas wawancaranya. 
 
  
 
 
Lampiran 9. Timeline Penelitian 
No 
Nama 
Kegiatan 
Tahun 
2016 
Tahun 
2017 
November Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Penyusuna
n Proposal 
                                
2. Observasi 
Awal 
                                
3. Pengumpu
lan Data 
                                
4. Observasi 
Utama 
                                
5. Analisis 
Data dan 
Penyusuna
n Laporan 
                                
 
Keterangan : 
Penyusunan proposal dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan November dan 
januari tahun 2017, kemudian pada bulan Februari melakukan observasi awal. 
Peneliti melakukan observasi langsung di wilayah kota Yogyakarta. pengumpulan 
data berupa wawancara dan dokumentasi dilakukan pada bulan Maret - 
pertengahan bulan April. Observasi utama dilakukan pada pertengahan bulan 
April – Mei. Setelah data dirasa cukup maka peniliti melakukan analisis dan 
penyusunan laporan pada Mei minggu ke 4 sampai bulan Juli tahun 2017. 
 
 
Lampiran 10. Tanda Larangan Merokok Sesuai Dengan Ketentuan Perwal Nomor 
12 Tahun 2015 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
